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PRAKATA

Syukur alhamdulillah, berkat rahmat dan inayatNya, saya telah berhasil me-
nyelesaikan karya ilmiyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor
dengan judul: ’Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat
Minangkabau”’.

Untuk menyelesaikan karya ilmiah ini saya telah melakukan usaha se-
maksimal mungkin di sela-sela kesibukan setiap hari. Usaha ini tidak banyak ar-
tinya bila tidak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik moral atau finan-
sial. Atas bantuan yang saya terima itu saya merasa berutang budi. Oleh karena
itu selayaknyalah saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tidak
terhingga.

Selama dua setengah tahun pertama dalam mengikuti program Doktor ini
saya mendapat nasihat serta bimbingan dari Bapak Dr. Anwar Haryono S.H.
dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Bapak Prof. St. Harun al Rasyid S.H.
dari Universitas Andalas Padang, mulai dari tahap permulaan, tahap penelitian
dan sebagian dari penyusunan rancangan naskah ini. Dengan takdir Allah SWT.
Bapak Prof. St. Harun Al Rasyid S.H. telah berpulang ke rahmat Allah pada
bulan Agustus 1981. Atas jasa beliau saya ucapkan terima kasih dan peng-
hargaan yang setinggi-tingginya, disertai dengan doa semoga segala amalan -
beliau diterima Allah SWT.

Kepergian beliau itu bagi jalan yang sedang saya tempuh ini adalah ibarat
menumpang pesawat udara dengan satu mesin yang mati. Kecemasan untuk
sampai ke tujuan telah terasa di hati saya.

Berkat bimbingan dan dorongan yang senantiasa diberikan oleh seorang
Pembimbing yang ada dan atas kerelaan serta keikhlasan Bapak Prof. Mahadi
S.H. dari Universitas Sumatera Utara Medan untuk menggantikan peranan
almarhum, saya meneruskan penyelesaian karya ilmiyah ini sampai kepada
keadaannya sekarang ini. Atas jasa kedua pembimbing itu saya menyampaikan
penghargaan yang sebesar-besarnya.



Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi
kepada pimpinan Departemen Agama, terutama Bapak Pemimpin Proyek
Program Doktor Dosen IAIN, yang telah memberikan dana bagi keperluan
penyelesaian program ini, karena tanpa dana tersebut usaha ini tidak dapat ber-
jalan.

Kepada Bapak Rektor IAIN Syarif Hidayatullah beserta staf dan Bapak
Dekan Fakultas Syari’ah serta staf, yang telah memberikan dorongan, bim-
bingan dan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program ini, saya meng-
ucapkan terima kasih yang tidak terhingga; karena kelonggaran waktu tugas
yang diberikan kepada saya, memberikan kemungkinan yang banyak kepada
saya untuk menekuni program ini.

Kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat dari tingkat I sampai tingkat
nagari tempat saya mengadakan penelitian lapangan, saya mengucapkan terima
kasih yang tidak terbatas atas bantuan dan pelayanan mereka dalam masa
kehadiran saya di tempat itu.

Begitu pula saya menyampaikan terima kasih banyak pada pejabat
Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau di Padang dan beberapa Pengadilan
Negeri di bawah wilayahnya; serta pejabat Pengadilan Agama/Mahkamah
Syari’ah Propinsi di Padang dan beberapa Pengadilan Agama di bawah wi-
layahnya, yang telah memberikan bantuan yang banyak pada saya, waktu saya
mengadakan penelitian di tempatnya.

Selanjutnya terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada
beberapa perpustakaan di Jakarta, terutama pimpinan Perpustakaan IAIN
Syarif Hidayatullah beserta staf dan pimpinan Perpustakaan Nasional Museum
Pusat beserta staf, yang telah banyak memberikan bantuan pada saya waktu
saya mengadakan penelaahan di tempat itu. Begitu pula kepada para penulis
terdahulu yang namanya tercantum dalam daftar kepustakaan terlampir atas
hasil karyanya yang telah banyak membantu saya dalam penulisan ini, saya
ucapkan ribuan terima kasih.

Terima kasih selanjutnya saya sampaikan kepada Direktur dan staf pada
perpustakaan Rijksuniversiteit Leiden, perpustakaan Ned. Onderzoek van het
Recht voor Zuid Oost Azié en Caribié (NORZOAC) dan perpustakaan Koninklijk
Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde di Leiden, yang telah memberikan
bantuan dan pelayanan yang baik selama beberapa bulan saya mengadakan
penelitian kepustakaan lanjutan di Leiden, Nederland. Begitu pula terima kasih
yang besar sekali saya sampaikan kepada Prof. Dr. G.W.J. Drewes yang terhor-
mat yang dengan sabar dan teliti telah memberikan nasihat dan bimbingan
selama masa saya mengadakan penelitian kepustakaan tersebut di atas. Lebih-
lebih lagi terima kasih dan penghargaan yang besar saya tujukan kepada
keluarga W. Bonda yang telah memberikan segala fasilitas selama saya berada
di kalangan mereka dalam masa studi saya di Leiden.
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Begitu pula kepada teman sejawat dan handai tolan yang telah memberikan
dorongan dan pendapat selama saya menyelesaikan program ini, serta semua
pihak yang telah membantu saya, baik dalam bentuk nasihat, pinjaman buku
atau kesempatan perjalanan dinas yang tidak disebutkan secara terperinci di sini
tetapi tidak dapat saya lupakan, saya mengucapkan terima kasih tak terhingga.
Semoga semua amalan dan jasa baik mereka, mendapat balasan dari Allah
SWT.

Walaupun untuk menghasilkan karya ilmiah ini saya telah mengerahkan
kemampuan yang maksimal, tetapi tetap menyadari bahwa apa yang telah saya
capai, tidaklah sesempurna apa yang saya harapkan. Begitu pula sebagai insan
biasa saya tidak mungkin bebas dari kesalahan. Atas segala kekurangan dan ke-
salahan itu, saya tetap mengharapkan secara terbuka teguran dan perbaikan.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang Pemikiran

Di kalangan ahli sejarah belum terdapat kesepakatan tentang kapan secara
pasti Islam masuk di Minangkabau dan dari mana mulai perkembangannya.
Namun demikian tidak ada yang membantah bahwa pada abad ke-16 M. Islam
telah masuk dan berkembang di Minangkabau.

Dalam masa pengembangan yang sudah lama itu, Islam telah berhasil
menarik hampir semua warga suku bangsa Minangkabau untuk memeluknya
dan menempatkan warga suku bangsa itu sebagai satu di antara masyarakat
yang taat menjalankan agamanya.

Walaupun berbeda tentang awal masuknya Islam di Minangkabau, namun
tidak ada perbedaan pendapat bahwa sebelum Islam masuk di Minangkabau, di
situ telah terdapat adat istiadat sebagai norma yang diakui mengatur kehidupan
masyarakat. Adat tersebut telah berlangsung secara turun temurun dari
generasi-generasi sebelumnya dan bahkan telah ada sebelum pengaruh agama
Budha masuk di Minangkabau. Adat tersebut walaupun telah menerima
pengaruh secara silih berganti dari luar, namun sampai waktu ini masih dapat
bertahan dalam bentuknya yang sudah mengalami perubahan, sesuai dengan
dinamika adat tersebut.

Pada waktu ini suku bangsa Minangkabau dikenal sebagai suku bangsa
yang taat menjalankan agama Islam dan kuat dalam menjalankan adat istiadat.
Hal ini terlihat secara nyata dari selalu ada dan berdampingannya bangunan
agama dengan bangunan adat dalam setiap kehidupan masyarakat
Minangkabau.

Islam membawa ajaran tentang kerohanian yang mengatur hubungan
manusia dengan Tuhan dan juga ajaran tentang kehidupan kemasyarakatan
yang mengatur hubungan manusia sesamanya dan antara manusia dengan
lingkungannya.

Sistem kehidupan masyarakat banyak ditentukan oleh susunan
kekeluargaan yang bermula dari bentuk perkawinan. Bentuk kekeluargaan itu



berpengaruh terhadap pemikiran dan cara pemilikan-atas harta serta cara pe-
nyelesaian peralihan harta tersebut sesudah kematian.

Islam mengajarkan bentuk kekeluargaan yang menghubungkan sescorang
kepada ayahnya dan juga kepada ibunya, yang disebut sistem kekerabatan pa-
rental. Bentuk kekerabatan ini° menentukan sub sistem lainnya dalam
kehidupan kemasyarakatan. Ajaran Islam tentang kekeluargaan yang berasas
parental itu, oleh sebagian besar mujtahid terdahulu dirumuskan dalam kitab-
kitab Fikih mereka dalam bentuk yang lebih bercorak patrilineal. Ajaran Islam
tentang kekerabatan yang bercorak patrilineal itu berkembang di kalangan
masyarakat Minangkabau yang hampir semua beragama Islam itu.

Di lain pihak norma adat yang sudah lama barurat berakar dalam
kehidupan masyarakat Minangkabau mengajarkan bentuk kemasyarakatan
yang berasas pada sistem kekerabatan matrilineal yang terjelma dalam bentuk
perkawinan, kehartabendaan, pewarisan dan lainnya.

Dengan demikian terlihat bahwa antara ajaran Islam dan norma adat ten-
tang kehidupan kemasyarakatan, terdapat perbedaan dalam prinsip, sehingga
dari luar sukar untuk membayangkan bagaimana ajaran Islam tentang
kemasyarakatan yang lebih bercorak patrilineal, dapat hidup di kalangan
masyarakat yang sudah secara turun temurun mengikuti sistem matrilineal.

Namun demikian, orang Minangkabau sendiri tidak merasakan adanya
pertentangan itu, bahkan menganggapnya telah menyatu sebagaimana tercer-
min dalam tekad dan pernyataan mereka: “Adat bersendi syara’ dan syara’
bersendi kitabullah”. Ini adalah suatu hal yang dianggap unik. Keunikan itu
pula yang mendorong para ahli dan peneliti untuk memikirkan dan mem-
bahasnya. '

Memang terdapat perbedaan antara ajaran agama dengan ajaran adat yang
menyangkut bentuk kekerabatan, tetapi keduanya dapat berlaku dalam
kehidupan masyarakat Minangkabau secara seiring. Perbedaan tersebut men-
jadi pusat sorotan oleh setiap peneliti dalam penelitian-penelitian mereka yang
diadakan sebelum ini. Tetapi bila diperhatikan satu persatu akan ternyata,
bahwa banyak di antara perbedaan-perbedaan itu telah dapat menyatu atau
hidup berdampingan. Titik perbedaan yang nyata menurut pandangan sepintas
lalu adalah dalam hukum kewarisan. Adanya perbedaan yang satu ini dijadikan
alasan oleh beberapa peneliti sebelum ini untuk mengambil kesimpulan umum
bahwa hukum Islam tidak sejalan dengan adat Minangkabau.

Saya sebagai seorang yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan adat
Minangkabau dan menyukal adat itu, serta berlatar belakang pendidikan agama
dan mempunyai perhatlan khusus terhadap Hukum Islam, sangat tertarik untuk
mengadakan penelitian tentang Minangkabau, terutama yang menyangkut
hubungan Hukum Islam dengan adat Minangkabau.

Memang sudah terlalu banyak yang membahas tentang Minangkabau,
hingga Minangkabau itu sendiri seperti sudah dikuras oleh para peneliti
terutama dari Barat, hingga sulit untuk menemukan bahan yang belum terjamah



oleh tangan-tangan peneliti tersebut. Walaupun demikian saya masih melihat
satu celah penelitian yang belum terjamah oleh peneliti-peneliti sebelumnya,
meskipun ke pinggir-pinggir celah tersebut sudah ada juga tangan peneliti
sebelumnya yang sampai. Yang saya maksud adalah Hukum Kewarisan Islam
atau Faraid dalam hubungannya dengan harta pencaharian. Sudah banyak yang
menulis tentang harta pusaka adat Minangkabau, bahkan juga ada yang meng-
hubungkannya dengan hukum Faraid, namun pembahasannya sejauh yang
dapat saya lihat, berlaku secara umum tanpa membedakan secara pasti harta
pusaka dengan harta pencaharian dan menghasilkan kesimpulan yang klassik
yaitu: sistem kewarisan Islam berbeda dengan sistem kewarisan adat; dan
hukum Faraid tidak berlaku di Minangkabau.

Dalam menghubungkan hukum Faraid dengan sistem kewarisan adat, saya
melihatnya dari titik khusus, yaitu dari segi harta pencaharian. Dengan
demikian permasalahan yang saya hadapi terarah pada: Bagaimana Hukum Ke-
warisan Islam yang merupakan salah satu ajaran agama itu dijalankan oleh
orang Islam yang tinggal dalam lingkungan adat Minangkabau terhadap harta
pencahariannya. Seberapa jauh ajaran agama tentang kewarisan itu dapat
berlaku dalam kehidupan nyata. Bagi yang tidak menjalankannya, seberapa
jauh ia menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya.

Selanjutnya dari penelitian ini akan dapat dilihat sejauh mana Hukum Ke- -
warisan Islam telah menjadi kesadaran hukum masyarakat bagi suku bangsa
Minangkabau. Hal ini bermanfaat dalam rangka mewujudkan Hukum
Kewarisan Nasional. Dari permasalahan yang disebutkan di atas, maka tulisan
ini diberi judul: PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM
LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU.

Rumusan dan Batasan.
Untuk mengetahui pokok pembahasan yang terkandung dalam judul
tersebut di atas, perlu diberikan sedikit penjelasan sebagai berikut:

"Hukum Kewarisan Islam” yang dimaksud dalam tulisan ini ialah
seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang
yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-
ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al
Qur’an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam
istilah bahasa Arab disebut Faraid. Dalam bahasa Indonesia belum terdapat
istilah yang baku dan sementara terdapat beberapa istilah seperti: Hukum
Waris, Hukum Warisan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwarisan, Hukum
Faraid, Hukum Mawaris dan lainnya.

Yang dimaksud “pelaksanaan” di sini ialah penerapannya dalam kenya-
taan, atau bagaimana dilakukan di dalam kehidupan nyata oleh pihak-pihak
yang bersangkutan. “Lingkungan adat Minangkabau™ di sini, dimaksud:



wilayah tertentu yang masyarakat di dalamnya menjalankan dan mematuhi adat
tertentu yaitu adat Minangkabau. Lingkungan itu pada waktu ini mencakup
daerah geografis administratif Sumatera Barat.

Dari penjelasan tersebut di atas terlihat bahwa pokok permasalahan dalam
pembahasan ini ialah: bagaimana ketentuan-ketentuan tentang peralihan harta
warisan menurut ajaran Islam dilakukan secara praktis dalam kehidupan nyata
oleh orang Islam yang pada waktu ini tinggal di Sumatera Barat, yang di sam-
ping taat pada agama, juga dikenal mengikuti norma adat Minangkabau.

Pokok permasalahan di atas mengandung tiga permasalahan yaitu: per-
tama, bagaimana sebenarnya Hukum Kewarisan Islam itu; kedua, apa dan
bagaimana sebenarnya adat dan hukum adat Minangkabau itu, baik dalam ben-
tuknya yang asli, maupun dalam bentuknya yang sudah berkembang pada waktu
ini. Ketiga, bagaimana ajaran Islam tentang kewarisan itu secara nyata berjalan
dalam kehidupan masyarakat Minangkabau pada waktu ini.

Dari perumusan masalah seperti disebutkan di atas, maka pembahasan ini
dibatasi pada tingkah laku, sikap, ide dan pemikiran warga suku bangsa
Minangkabau yang beragama Islam dan tinggal di Sumatera Barat pada waktu
mereka menyelesaikan harta warisan.

Dengan penjelasan itu, maka orang-orang bukan suku bangsa
Minangkabau yang pada waktu ini tinggal di Sumatera Barat, karena mereka
tidak terikat pada norma adat yang berlaku di Minangkabau, tidak termasuk
dalam pembahasan ini. Begitu pula tidak termasuk dalam pembahasan ini suku
bangsa Minangkabau yang pada waktu ini tinggal di luar lingkungan Sumatera
Barat. )

Harta warisan dalam pengertian adat Minangkabau berlaku untuk harta
pusaka yang diwarisi seseorang dari nenek moyang secara turun temurun dan
tidak jelas lagi asal usulnya dan harta pencaharian yang dapat diketahui secara
pasti diperoleh seseorang melalui usahanya sendiri.

Pada pertemuan Orang Empat Jenis” yang dihadiri oleh tokoh-tokoh yang
mewakili kelompok adat, yang mewakili kelompok agama, yang mewakili ke-
lompok cerdik pandai dan yang mewakili generasi muda yang diadakan tahun
1952 di Bukittinggi; begitu pula pada Seminar Hukum Adat Minangkabau pada
tahun 1968 di Padang, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan
cendekiawan dari berbagai bidang, telah ditetapkan bahwa harta pusaka di-
selesaikan pewarisannya menurut hukum adat dan harta pencaharian di-
selesaikan pewarisannya menurut Hukum Faraid.

Oleh karena pokok pembahasan dalam tulisan ini mengenai pelaksanaan
Hukum Kewarisan Islam, maka titik berat pembahasan yang menyangkut harta
warisan, ialah harta warisan dalam bentuk harta pencaharian. Pembahasan ten-
tang harta pusaka yang juga dibahas dalam tulisan ini adalah dalam rangka
memperjelas pembahasan tentang harta pencaharian itu.



Metodologi. .
Untuk menghadapi permasalahan yang dirumuskan di atas, diadakan

seperangkat penelitian dengan perincian sebagai berikut:

Pertama: penelitian kepustakaan. Penelitian ini diadakan dengan maksud
untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan konsep para ahli yang
telah lebih dahulu mengadakan penelitian atau penulisan tentang apa yang
dibahas di sini. Yang menyangkut ajaran mengenai hukum kewarisan Islam,
karena hukum itu bersumber dari wahyu Ilahi dan penjelasan yang diberikan
Nabi, maka yang dijadikan sasaran pokok dalam penelitian ini ialah ayat-ayat
hukum dan hadis-hadis hukum yang secara langsung atau tidak, menyangkut
hukum kewarisan. Untuk maksud ini diadakan pemahaman yang mendalam
terhadap kandungan dan tujuan ayat Al-Quran dan hadis Nabi tersebut, serta
menjadikan kitab-kitab Tafsir dan kitab-kitab syarah hadis yang ada sebagai
bahan pembantu.

Di samping itu diadakan pula penelaahan terhadap pendapat para mujtahid
yang telah berhasil merumuskan ajaran agama tentang kewarisan itu dalam
kitab-kitab fikih mereka. Demikian pula terhadap hasil karya tulis dari para ahli
yang telah mengemukakan pendapat tentang hukum kewarisan Islam sebagai
bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu kesimpulan.

Begitu pula diadakan penelaahan terhadap tulisan-tulisan dan hasil-hasil
penelitian tentang Minangkabau dari segala seginya. Tulisan-tulisan ini di sam-
ping diperlukan sebagai bahan petunjuk bagi penelitian lapangan yang diadakan
dalam lingkungan Sumatera Barat, bahan ini berguna sekali sebagai data
sekunder yang akan dijadikan bahan perbandingan dengan hasil yang dicapai
dari penelitian lapangan.

Selain dari itu, juga ditelaah tulisan-tulisan yang secara tidak langsung
berkaitan dengan hukum kewarisan untuk lebih dapat memahami per-
masalahan yang sebenarnya.

Hasil-hasil dari penelitian kepustakaan tersebut di atas, diolah dengan cara
memperbandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, untuk
mendapatkan titik kesamaan di antara pendapat-pendapat itu. Kemudian
dicoba mengkaji argumentasi‘dari pendapat yang berbeda. Dari hasil analisa
tersebut diambil suatu sikap yang lebih mendekati keyakinan serta didukung
pula oleh data dari penelitian lapangan.

Kedua: penelitian putusan-putusan pengadilan. Kenyataan hukum yang
berlaku dalam masyarakat, dapat pula diketahui dari putusan-putusan
pengadilan yang berada dalam lingkungan itu, karena sifat hukum terlihat dari
segi dinyatakannya oleh orang atau badan yang diberi wewenang oleh ma-
syarakat untuk itu.

Untuk mengetahui pelaksanaan suatu hukum, tidak selamanya ditentukan
oleh jumlah atau kuantitas peristiwa yang terjadi, tetapi banyak ditentukan oleh
kualitas peristiwanya. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan dalam tahap ini
dibatasi pada putusan-putusan tentang penyelesaian harta warisan dengan



mengambil contoh terhadap beberapa kasus perkara ‘di Pengadilan Negeri
Bukittinggi, Pengadilan Negeri Padang Panjang, Pengadilan Agama di Bukit-
tinggi, Pengadilan Agama di Padang Panjang. Begitu pula beberapa putusan
pengadilan di Pengadilan Tinggi di Padang dan Pengadilan Agama Propinsi di
Padang. Data yang berbentuk dokumentasi ini ditempatkan sebagai data
primer.

Dari setiap putusan, diadakan pendalaman terhadap bentuk peristiwa, per-
timbangan hukum dan amar putusannya. Kemudian dianalisa hubungan antara
kejadian peristiwanya, pertimbangan hukumnya dan putusannya itu. Dari hasil
analisa itu dapat ditemukan norma hukum yang berlaku di lingkungan pihak-
pihak yang dikenai putusan tersebut.

Ketiga: penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian
yang terpenting dalam keseluruhan penelitian yang dilakukan. Hasil dari peneli-
tian lapangan ini dijadikan data primer dalam penyusunan pendapat dalam
tulisan ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui adat dan hukum adat
Minangkabau serta pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam lingkungan
adat tersebut.

Penelitian lapangan diadakan dengan mengambil daerah contoh (sample)
dua lokasi yang mencakup empat daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Agam dan
Kotamadya Bukittinggi; serta Kabupaten Tanah Datar dan Kotamadya Padang
Panjang. Penentuan dua tempat tersebut sebagai daerah contoh dalam pe-
nelitian ini adalah dengan pertimbangan bahwa menurut asalnya, yang menjadi
inti dari daerah kultural Minangkabau adalah luhak/Kabupaten Agam,
luhak/Kabupaten Tanah Datar dan luhak/Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam lingkungan adat yang terpusat pada tiga luhak tersebut berlaku dua
tata susunan adat, yaitu adat Koto Piliang dan adat Bodi Caniago. Kedua tata
adat tersebut walaupun pada waktu ini berbaur di ketiga luhak tersebut, namun
menurut asalnya setiap adat itu menempati luhak tertentu. Adat Koto Piliang
berlaku di luhak Tanah Datar dan luhak Lima Puluh Kota, sedangkan adat Bodi
Caniago berlaku di luhak Agam. Dengan demikian penentuan dua lokasi
tersebut sebagai daerah contoh telah melingkupi kedua tata susunan adat yang
berlaku di Minangkabau.

Untuk mengetahui kehidupan adat secara menyeluruh, baik dalam ke-
hidupan kampung maupun dalam kehidupan kota, maka secara khusus di luhak
Agam dimasukkan Kotamadya Bukittinggi dan di luhak Tanah Datar di-
masukkan Kotamadya Padang Panjang. Penentuan dua kotamadya itu sebagai
daerah penelitian, karena menurut kenyataannya di kedua kota tersebut
kehidupan adat telah mengalami perkembangan dan perubahan melebihi apa
yang berlaku dalam kehidupan di kampung.

Untuk daerah penelitian, dalam setiap lingkungan kabupaten dipilih dua
wilayah kecamatan dan dalam setiap wilayah kecamatan diambil tiga
kenegerian/kelurahan. Dalam setiap kotamadya yang keduanya mempunyai



wilayah setingkat kecamatan diambil tiga kelurahan. Penentuan setiap tempat
tingkat kecamatan maupun kenegerian dilakukan secara random sampling.

Untuk mengetahui adat yang berlaku, dapat dilihat dari tingkah laku dan
aktivitas dari anggota masyarakat serta dari cita, ide dan keinginan yang hidup
dalam pemikiran mereka. Untuk mengetahui secara merata tentang tingkah
laku dan ide tersebut, perlu diadakan pendekatan terhadap seluruh lapisan ma-
syarakat yang di lingkungan adat Minangkabau terkelompok pada pemuka
adat, pemuka agama, pimpinan pemerintahan, cerdik pandai, kaum ibu dan
generasi muda.

Untuk mengetahui pelaksanaan hukum di suatu daerah dapat diketahui
melalui pernyataan atau putusan orang-orang yang oleh warga masyarakat itu
biasa diserahi peranan untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Begitu pula dari
warga masyarakat yang terlibat langsung dengan perkara yang diselesaikan itu;
serta keinginan warga masyarakat tentang penyelesaian yang adil terhadap
sesuatu perkara.

Pihak-pihak yang berperan sebagai pemberi keputusan dalam hal ini ialah
ninik mamak sebagai pimpinan suatu kelompok masyarakat adat, alim ulama
sebagai pimpinan non formal dan pimpinan pemerintahan sebagai pemimpin
formal. Sedangkan pihak yang terlibat dalam kejadian, dalam hal ini dicari dari
kelompok cerdik pandai, generasi muda dan kaum ibu, dalam kedudukan
mereka sebagai warga masyarakat.

Dengan demikian sasaran penelitian ini untuk setiap daerah kenegerian
atau kelurahan terdiri dari: seorang pimpinan pemerintahan, tiga orang ninik
mamak, 'tiga orang alim ulama, tiga orang cerdik pandai, dua orang generasi
muda dan seorang kaum ibu. Penentuan responden untuk setiap negeri menurut
kelompok tersebut di atas diperoleh dari wali negeri (Lurah) dalam kedudukan-
nya sebagai informan pangkal.

Responden untuk tingkat kecamatan adalah Camat, Ketua Lembaga
Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) tingkat kecamatan, Ketua Ma-
jlis Ulama tingkat kecamatan dan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan.
Sedangkan responden untuk tingkat kotamadya dan kabupaten adalah Ketua
LKAAM, Ketua Majlis Ulama dan Kantor Dep. Agama. Pembatasan jumlah
responden menurut perincian tersebut di atas dilakukan atas pertimbangan
waktu dan keadaan.

Pendekatan terhadap setiap responden dilakukan dengan cara pem-
bicaraan yang mendalam (depth interview). Pertanyaan diajukan menurut daf-
tar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Di samping itu diajukan pula
pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka untuk mengetahui pengalaman
responden dalam kehidupan masyarakat adat terutama yang menyangkut
hubungan adat dengan agama.

Di samping segala sumber data tersebut di atas, saya sendiri sebagai penulis
adalah seorang warga masyarakat Minangkabau yang dilahirkan dan dibesarkan
di lingkungan yang masih kuat adatnya dan mempunyai syarat-syarat sebagai
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anggota masyarakat adat seperti rumah keluarga matrilineal, harta pusaka, har-
ta pencaharian, mamak, kemenakan serta kerabat garis ibu. Di samping itu juga
sering menyaksikan peristiwa perkawinan, peristiwa kelahiran, kematian dan
Jjuga penyelesaian harta warisan. Dalam hal ini saya berkedudukan sebagai
sumber data khusus untuk membandingkan hasil yang diperoleh melalui sumber
data lainnya.

Data yang diperoleh dari semua sumber data disebutkan di atas di-
olah menurut cara yang lazim berlaku dalam pengolahan data hasil penelitian.
Data yang ditemukan dinyatakan dalam pengolahan ini dalam bentuk data
kuantitatif untuk lebih dapat gambaran nyata pada waktu mengadakan perban-
dingan. Kesimpulan diambildari hasil analisa perbandingan kuantitas(persentase)
yang dicapai dalam setiap kategori. Begitu pula dengan menganalisa perban-
dingan yang ditimbulkan oleh perbedaan lokasi dan .perbedaan kelom-
pok/lapisan dalam masyarakat. Hasil dari perbandingan yang diperoleh dari
penelitian lapangan ini diperbandingkan pula dengan data yang diperoleh di
dalam penelitian putusan pengadilan. Pengalaman saya dalam lingkungan
keluarga Minangkabau akan menambah keyakinan dalam mengambil setiap ke-
simpulan yang bersifat umum.

Tulisan ini disusun atas dasar keseluruhan penelitian yang dijelaskan di
atas. Bagian pertama dari tulisan ini yang berisi teori dan ajaran Islam mengenai
hukum kewarisan, lebih banyak bersifat deskriptif dan banyak didasarkan pada
hasil yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Bagian kedua yang me-
ngenai adat dan lembaga adat Minangkabau, dalam hal-hal yang menyangkut
ajaran teori yang berada di luar jangkauan penelitian lapangan, disampaikan
lebih banyak bersifat deskriptif dengan mendasarkan kepada hasil penelitian
kepustakaan. Adapun yang mengenai adat dan perkembangannya pada waktu
ini disampaikan secara analitis dari hasil analisa terhadap hasil penelitian
lapangan dan putusan-putusan pengadilan.

Adapun yang mengenai pelaksanaan hukum yang berlaku pada waktu ini
yang mengisi bagian ketiga dari tulisan ini lebih banyak didasarkan kepada hasil
analisa terhadap data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan juga dari
putusan-putusan pengadilan.

Untuk lebih mempermudah pembaca dalam mengetahui jalan pikiran
penulis dalam mengemukakan sesuatu pendapat, dalam tulisan ini langsung
dikemukakan data yang diperoleh untuk setiap masalah dalam persentase dan
penganalisaannya. Dengan demikian kesimpulan dan argumentasinya dapat di-
lihat secara langsung dalam tulisan ini tanpa memerlukan lampiran hasil peneli-
tian.

Setiap kutipan terhadap ayat-ayat Al-Quran dalam tulisan ini (kecuali pada
bab I) hanya dikemukakan nama surat, nomor ayat dan ringkasan maksudnya
tanpa menuliskan secara penuh teks aslinya maupun terjemahannya. Demikian
pula pada waktu mengutip hadis Nabi, hanya disebutkan sanat, rawi dan
sekedar maksud keseluruhan dari hadis tersebut. Adapun semua ayat Al-Quran



dan hadis Nabi yang dikutip dalam tulisan ini secara sempurna dalam teks asli
tulisan Arab dan terjemahannya dilampjrkan di akhir tulisan ini.

Di samping penulisan bahasa Indonesia atau istilah bahasa Arab yang telah
menjadi Bahasa Indonesia yang baku mengikuti ejaan yang resmi.

' Sistematika penyusunan:

Keseluruhan tulisan ini terdiri dari tiga bagian pokok yang setlap bagian
mengandung bagian pembahasan yang terdiri dari bab-bab dan pasal-pasal.
Bagian pertama mengandung pembahasan tentang Hukum Kewarisan Islam
yang mencakup pembahasan tentang garis-garis hukum dan asas-asas hukum
kewarisan; berlaku dan hilangnya hak kewarisan, pewaris, harta warisan, ahli
waris serta bagian masing-masing; cara pembagian warisan dan masalah-masa-
lah yang berlaku dalam hukum kewarisan.

Bagian kedua berisi pembahasan tentang adat dan hukum adat
Minangkabau yang terdiri dari empat bab yang mengandung pembahasan: se-
jarah Minangkabau selayang pandang, ‘adat istiadat Minangkabau dan
hubungan antara agama Islam dengan adat Minangkabau. Susunan kekerabatan
matrilineal, bentuk-bentuk hubungan kekerabatan dan fungsi rumah gadang
dalam masyarakat Minangkabau. Harta pusaka, macam-macamnya, fungsinya,
pemilikan, penguasaan dan penggunaan harta pusaka. Tentang hukum
kewarisan adat Minangkabau yang mencakup asas-asas hukum kewarisan, ahli
waris, cara pembagian warisan dan lembaga hibah dalam pelaksanaan peralihan
harta peninggalan. Keseluruhan pembahasan tentang adat ini, di samping
dikemukakan konsep adat secara deskriptif, juga secara analitis dijelaskan
perkembangannya.

Bagian ketiga membahas pelaksanaan hukum kewarisan sebagaimana di-
jelaskan pada bagian pertama, dalam lingkungan adat Minangkabau .
sebagaimana dijelaskan pada bagian kedua. Bagian ketiga ini merupakan bagian
pokok yang terdiri dari tiga bab yang mencakup pembahasan tentang pe-
misahan harta pencaharian dari harta pusaka, yang harta pusaka dapat tetap di-
laksanakan secara hukum adat sedangkan harta pencaharian diselesaikan
secara hukum Faraid. Penyelesaian pewarisan harta pencaharian itu secara
nyata; perbandingannya dengan kewarisan menurut ajaran Islam serta tinjauan
hukum Islam terhadap cara yang berlaku dalam pewarisan harta pencaharian.
Kemudian dijelaskan beberapa hal yang diperkirakan berpengaruh dalam pe-
laksanaan Hukum Kewarisan Islam di lingkungan adat Minangkabau.

Tulisan ini diakhiri dengan mengemukakan suatu kesimpulan serta dalil-
dalil yang menjadi inti dari pembahasan ini.
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HUKUM KEWARISAN ISLAM



BAB I

DASAR HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Sumber Hukum Kewarisan Islam:

Hukum Kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat
dari firman Allah SWT dalam Al-Quran dan beberapa ucapan dan perbuatan
Nabi Muhammad SAW dalam sunnah beliau.

Adapun ayat-ayat Al-Quran yang mengatur tentang hukum kewarisan yang
sering dikutip dalam tulisan ini dalam terjemahannya adalah sebagai berikut:

1. Surat An-Nisa ayat 7
Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat-
nya. Untuk perempuan juga ada bagian dari peninggalan ibu-bapak dan
karib kerabatnya; baik peninggalan itu sedikit maupun banyak, sebagai
bagian yang telah ditentukan.

2. Surat An-Nisa ayat 8
Apabila datang pada waktu pembagian harga peninggalan itu karib ke-
rabat anak-anak yatim, orang-orang miskin, berilah mereka itu sekadar-
nya dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik.

3. Surat An-Nisa ayat 9
Hendaklah mereka takut jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anak
yang masih lemah di belakang mereka, takut akan terlantar anak-anak itu.
Hendaklah mereka takut akan Allah dan berkatalah dengan perkataan
yang betul.

4. Surat An-Nisa ayat 10
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara
aniaya, hanya mereka memakan api dalam perut mereka; dan nanti
mereka akan dimasukkan ke dalam neraka.

5. Surat An-Nisa ayat 11
Allah mewasiatkan kepadamu tentang bagian anak-anakmu. Untuk
seorang anak laki-laki, bagiannya sebanyak bagian dua orang anak

12



perempuan. Kalau anak-anak itu perempuan saja lebih dari dua orang
maka untuk mereka dua pertiga dari harta peninggalan; kalau anak
perempuan itu hanya seorang saja, maka untuknya seperdua. Untuk ibu
dan bapak masing-masing mendapat seperenam bila si meninggal ada
meninggalkan anak. Bila si meninggal tidak ada meninggalkan anak dan
yang mewarisinya adalah dua orang ibu-bapaknya, maka untuk ibunya
sepertiga. Jika si meninggal mempunyai beberapa orang saudara, maka
untuk ibunya seperenam. Yang demikian adalah sesudah dikeluarkan
wasiat yang diwariskannya dan utang-utangnya. Bapak-bapakmu dan
anak-anakmu tidaklah kamu ketahui siapakah di antara mereka yang
lebih dekat manfaatnya kepadamu. (Inilah) suatu ketetapan dari pada
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
6. Surat An-Nisa ayat 12

Untukmu seperdua dari peninggalan isterimu jika ia tidak ada
meninggalkan anak. Jika ia ada meninggalkan anak, maka untukmu
seperempat dari peninggalannya sesudah dikeluarkan wasiat yang
diwasiatkannya atau utang-utangnya.

Untuk mereka (isteri-isterimu) seperempat dari peninggalanmu jika kamu
tidak ada meninggalkan anak; dan jika kamu ada meninggalkan anak
maka untuk mereka seperdelapan; sesudah dikeluarkan wasiat yang kamu
wasiatkan atau utang-utangmu. Kalau laki-laki atau perempuan yang
diwarisi itu orang yang punah dan ia ada meninggalkan saudara baik laki-
laki maupun perempuan, maka masing-masing mendapat seperenam.
Kalau mereka lebih dari seorang maka mereka berserikat dalam seper-
tiga. Yang demikian itu adalah sesudah dikeluarkan wasiat yang
diwasiatkan atau utang, tanpa memberi mudarat. Ini adalah sebagai
wasiat daripada Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

7. Surat An-Nisa ayat 13
Demikianlah ketentuan-ketentuan Allah. Barang siapa mematuhi Allah
dan rasulNya, niscaya la akan memasukkan mereka ke dalam surga yang
mengalir di bawahnya air sungai; mereka kekal di dalamnya. Itulah
kcmcnangan yang besar.

8. Surat An-Nisa ayat 14
Barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasulNya dan melampaui
ketentuan-ketentuanNya, niscaya la akan memasukkan mereka ke dalam
neraka serta kekal di dalamnya. Dan untuk mereka siksa yang
menghinakan.

9. Surat An-Nisa ayat 33
Untuk: masing-masing Kami jadikan mawali dari apa yang ditinggalkan
oleh ibu-bapak, karib-kerabat; dan orang-orang yang telah bersumpah
setia dengan kamu; hendaklah kamu berikan kepada mereka bagian
masing-masing. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu.
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10. Surat An-Nisa ayat 176
Mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah bahwa Allah mem-
fatwakan kepadamu tentang kalalah, yaitu orang yang meninggal dan
tidak ada meninggalkan anak; ia mempunyai saudara perempuan, untuk
saudara perempuannya itu seperdua dari yang ditinggalkannya. Saudara
laki-laki mewarisi saudara perempuannya bila saudara perempuan itu
tidak mempunyai anak. Jika saudara perempuan ada dua orang, maka un-
tuk keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka ter-
diri dari beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk
seorang laki-laki adalah sebanyak bagian dua orang perempuan. Allah
menerangkan kepadamu supaya kamu jangan tersesat. Allah Maha
Mengetahui tiap-tiap sesuatu.

I1. Surat Al-Anfal ayat 75
.. ..orang-orang yang bertalian darah, setengahnya letih dekat dari pada
yang lain dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui tiap-tiap
sesuatu.

Hadis (sunnah) Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan hu-
kum kewarisan yang beberapa kali dikutip dalam tulisan ini adalah sebagai
berikut:

I. Hadis Nabi dari Ibnu ’Abbas menurut riwayat al Bukari dan Muslim yang
maksudnya:
Berikanlah faraid (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran kepada
yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga
laki-laki yang terdekat. ') '
2. Hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Daud, at Tirmizi, Ibnu Majah
dan Ahmad yang maksudnya:
Janda Sa’ad ibn Rabi’ datang kepada Rasul Allah S.A.W. bersama dua
orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: ’Ya Rasul Allah, ini dua
orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur dalam peperangan ber-
sama anda di Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah
mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak
mungkin kawin tanpa harta”. Nabi berkata: “Allah akan menetapkan
hukum dalam kejadian itu”. Sesudah itu turunlah ayat-ayat tentang
kewarisan. Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata: ”Berikan
duapertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk jandanya dan
yang sisanya adalah untukmu™.?)

1) Al Bukari, Sahihu al Bukari VII, Daru wa Matba'u as Sa’abi, Cairo, tt: halaman 181;
An Nawawi, Sarhu Sahihi Muslim XI, Matbaatu al Misriyah, Cairo, 1924, halaman
53.

2) Abu Daud, Sunanu Abi Daud I, Mustafa al Babi, Cairo, 1952, halaman 109; Abu Isa
at Tirmizi, Al Jamius Sahih IV, Mustafa al Babi, Cairo, 1938, halaman 414.
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3.

3)
4)
5)
6)

7

Hadis dari Surah bil menurut riwayat kelompok perawi hadis selain Muslim

yang maksudnya:
Abu Musa ditanya tentang kewarisan seorang anak perempuan, cucu
perempuan dan saudara perempuan. Abu Musa berkata: "Untuk anak
perempuan seperdua untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah
kepada Ibnu Mas’ud; tentu dia akan mengatakan seperti itu pula”.
Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan ia menjawab: Saya
menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW yaitu:
untuk anak perempuan seperdua, untuk cucu seperenam untuk me-
lengkapi dua pertiga dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan”.’)

. Hadis Nabi dari ’Umran ibn Husein menurut riwayat Ahmad, Abu Daud

dan at Tirmizi yang maksudnya:
‘Seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata: “cucu laki-
laki saya telah meninggal dunia, apa yang dapat untuk saya dari harta pe-
ninggalannya”. Nabi berkata: ’Untukmu seperenam”. *)

. Hadis dari Qabisah ibn Zueb menurut riwayat perawi yang lima selain an

Nasa'i yang maksudnya:

Sescorang nenek datang kepada Abu Bakar meminta hak warisan dari
cucunya. Abu Bakar berkata: “Dalam kitab Allah tidak disebutkan
sesuatu untukmu dan juga tidak ada dalam sunnah Nabi. Pulang sajalah
dulu, nanti saya tanyakan kepada yang lain kalau ada yang mengetahui”.
Kemudian Abu Bakar menanyakan kepada para sahabat kalau-kalau ada
yang mengetahui. Mugirah ibn su’bah berkata: ’Saya pernah menghadiri
Rasul Allah yang memberikan hak warisan untuk nenek sebanyak seper-
enam’. Abu Bakar bertanya: “Apakah ada yang lain yang mengetahui
selain kamu?”” Muhammad ibn Maslamah tampil dan mengatakan seperti .
yang dikatakan oleh Mugirah. Kemudian Abu Bakar melaksana-
kannya.’)

. Hadis Nabi dari Usamah ibn Zaid menurut riwayat al Bukari, Muslim, Abu

Daud, at Tirmizi dan Ibnu Majah yang maksudnya:
Seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan
yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim. )

. Hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah

yang maksudnya:
Seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang
yang dibunuhnya. 7)

Al Bukari, op cit, hal. 188; Abu Daud, op cit, hal 108; at Tirmizi, op cit, hal. 415; Ibnu
Majah, Sunanu Ibni Majah 11, Mustafa al Babi, Cairo, tt., halaman 909.

Abu Daud, op cit, hal. ; At Tirmizi, op cit,

At Tirmizi, op cit, hal. 320; Abu Daud, op cit, hal. 100; Ibnu Majah, op cit, hal. 910.
Al Bukari, op cit, hal. 94, An Nawawi, op cit, hal. 52; Abu Daud, op cit, hal. 112, At
Tirmizi, op cit, hal. 432; Ibnu Majah, op cit, hal. 110

Abu Daud, op cit; Ibnu Majah, op cit.



8. Hadis dari Sa’ad ibn Waqqas menurut riwayat al Bukari yang maksudnya:
Sa’ad berkata kepada Nabi Muhammad SAW: ’Saya mempunyai harta
yang banyak dan saya hanya mempunyai scorang'anak perempuan,
apakah akan saya sedekahkan dua pertiga dari harta saya itu?”’. Nabi
menjawab: “'Tidak”. Sa’ad berkata: “Setengahnya?’. Nabi menjawab:
“Tidak™. Sa’ad bertanya lagi: *’Sepertiganya?”’. Nabi menjawab: "’Seper-
tiga adalah cukup banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan
anakmu dalam berkecukupan lebih baik dari pada meninggalkannya ber-
kekurangan hingga meminta-minta kepada orang lain”.8)

9. Hadis dari Ibnu 'Amir al Huseini menurut riwayat Abu Daud, at Tirmizi dan

Ibnu Majah tentang ucapan Nabi yang maksudnya:
Saudara laki-laki dari ibu adalah ahli waris bagi seseorang yang tidak ada
ahli warisnya.®)
10. Hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al Bukari dan Muslim yang
maksudnya:
Saya adalah lebih utama bagi seseorang muslim dari djri mereka sendiri.
Siapa-siapa yang meninggal dan mempunyai utang dan tidak mening-
galkan sesuatu untuk membayarnya, maka sayalah yang akan memba-
yarnya. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu adalah
untuk ahli warisnya. ')
1. Hadis Nabi dari Jabir ibn 'Abdillah menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi ber-
sabda yang maksudnya:
Seseorang bayi tidak berhak menerima warisan kecuali bila ia bergerak
dengan pekikan. Gerakannya diketahui dari tangis, teriakan dan bersin.

ll) .

Pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran telah mengatur dasar Hukum Ke-
warisan Islam secara terperinci. Di mana terdapat kemungkinan kemuskilan pe-
ngertian, telah dijelaskan Nabi dengan sunnahnya. Namun demikian dalam pe-
laksanaan pembagian secara praktis terdapat masalah-masalah yang secara jelas
tidak tercantum dalam Al-Quran maupun hadis Nabi; sehingga hukumnya men-
jadi terbuka. Dalam hal demikian Allah memberikan lapangan yang luas bagi
akal manusia untuk menggali hukumnya dengan berpedoman kepada garis-garis
hukum yang telah dijelaskan Allah atau rasulNya.

Usaha seseorang dengan segenap kemampuan akalnya dalam menggali
hukum tersebut dinamai ijtihad.'?) Orang yang melakukan ijtihad itu dinamai

8) Al Bukari, op cit, hal. 178.

9) Al Tirmizi, op cit, hal. 322; Abu Daud, op cit, hal. 111; Ibnu Majah, op cit, hal. 905.

10) Al Bukari, op cit, hal. 187; An Nawawi, op cit, hal. 60.

11) Ibnu Majah, op cit, hal. 919.

12) Saifuddin al Amidi, A/ Thkam fi Usulil Ahkam IV, Muassisah al Halabi, Cairo, tt.,
halaman 141.
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mujtahid. Hukum yang ditemukan melalui hasil ijtihad itu dinamai Fikih.")
Fikih itu mengandung hukum-hukum yang terperinci, merupakan pe-
ngembangkan dan perluasan dasar-dasar hukum yang telah ada dalam Al-Quran
maupun hadis Nabi.

Oleh karena cara yang dipakai mujtahid dalam usaha penggalian hukum itu
tidak sama dan kemampuan akalnya berbeda pula, maka terdapat hasil
ijtihad (Fikih) yang berbeda-beda. Setiap hasil ijtihad yang telah ditemukan oleh
mujtahid terdahulu menjadi pedoman yang tidak mengikat bagi mujtahid yang
datang kemudian dalam usahanya menggali hukum Tuhan pada situasi dan tem-
pat yang tertentu.

Hasil ijtihad yang telah dirintis oleh para mujtahid terdahulu dalam
hubungannya dengan hukum kewarisan pada dasarnya terdapat dua aliran,
yaitu aliran Ahlu Sunah dan aliran Si’ah. Perbedaan yang pokok di antara
keduanya ialah pada pemahaman terhadap kedudukan perempuan dalam
hukum kewarisan. Adanya perbedaan ini menimbulkan perbedaan yang nyata
dalam susunan ahli waris dan cara pewarisannya. Dalam aliran Ahlu Sunnah
terdapat kelompok Jumhur (mayoritas) ulama dan kelompok Zahiri. Perbedaan
di antara keduanya ialah pada pemahaman terhadap garis hukum. Ulama Zahiri
memahami garis hukum menurut lahirnya saja, sedangkan kelompok Jumhur
memahami garis hukum dapat tidak menurut lahirnya, bila ada keterangan dari
hadis Nabi yang menghendaki demikian. Di kalangan Jumhur pun terdapat pula
perbedaan yang tidak bersifat prinsip.

Di samping terdapat perbedaan pendapat di kalangan mujtahid dalam me-
rumuskan Fikih yang menyangkut dengan hukum kewarisan, dalam beberapa
hal tertentu terdapat pula kesamaan pendapat semua mujtahid. Kesamaan pen-
dapat semua mujtahid dalam usaha menggali dan merumuskan hukum itu
dinamai "Ijma’ ”*.") Kesepakatan itu dapat berlaku secara formal, yaitu semua
mujtahid mengemukakan pendapat dan kebetulan pendapat mereka sama yang
disebut “ijma’ sarih”, maupun tidak secara formal, yaitu seorang mujtahid me-
ngemukakan pendapat sedangkan yang lain diam dan tidak membantahnya, di-
sebut ’Ijma’ sukuti’’.**) Ijma’ sarih itu oleh golongan Ahlu Sunnah ditempatkan
pada kedudukan yang bersifat mengikat, sebagai tambahan terhadap sumber
atau garis hukum yang sudah ada.')

13) Jalaluddin al Mabhalli, Sarhu Jamul Jawami’ 11, Mustafa al Babi, Mesir, tt., halaman
381.

14) Muhammad ibn Ali as Saukani, /rsadu al Fuhul, Matbaah as Saadah, Mesir, 1327 H,
halaman 67-68.

15) Muhammad Abu Zahrah, Usulu al Fighi, Daru al Fikri al Arabi, Cairo, tt., halaman

195-196.
16) Ibnu Hazm al Andalusi, A/ Ihkamu fi Usulil Ahkam IV, Matbaah al Imam, Mesir, tt.,

halaman 494-495.
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B. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam atau yang lazim disebut Hukum Faraid adalah
salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang khusus mengatur peralih-
an harta seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah
menurut yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W., Hukum Kewarisan
Islam mengandung asas-asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam
hukum kewarisan yang semata-mata bersumber kepada akal manusia. Di sam-
ping itu Hukum Kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersen-
diri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain.

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam dapat digali-dari keseluruhan ayat-ayat
hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan penjelasan tambahan yang diberikan
oleh Nabi Muhammad dengan sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan
dikemukakan lima asas yaitu: asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas
keadilan berimbang dan kewarisan semata akibat kematian.

1. Asas Ijbari:

Dalam Hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal
kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian
Hukum Islam berlaku secara ijbari.

Kata “ijbari” secara etimologis mengandung arti paksaan (compulsory),
yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian »Wali mujbir”
dalam terminologi Fikih berarti wali yang dalam keadaan tertentu berhak me-
ngawinkan anak perempuannya di luar kehendak atau kemauan si anak.!?)
Begitu pula kata “jabari” dalam termjinologi Ilmu Kalam mengandung arti pak-
saan dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba,
bukanlah atas kehendaknya sendiri tetapi adalah sebab kehendak dan kekua-
saan Allah, sebagaimana berlaku dalam aliran Jabariyah.8)

Hukum Kewarisan Islam menjalankan asas ijbari berarti bahwa peralihan
harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sen-
dirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris
atau ahli waris. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat
dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta
pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.'?)

17) Said Sabiq, Fikhu as Sunnah II, Daru al Katibil Arabi, Beirut, 1973, halaman 131.

18) Prof. Dr. Harun Nasution, Theologi Islam, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia,
Jakarat 1974, hal. 31

19) Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut Hukum Perdata (BW) yang peralihan
hak kewarisan tergantung kepada kehendak dan kerelaan ahli waris dan tidak
berlaku dengan sendirinya. Adanya unsur ijbari tidak akan memberatkan kepada
ahli waris, karena menurut Hukum Islam ahli waris tidak diberati untuk membayar
hutang pewaris dari hartanya sendiri. Kewajibannya hanya sekedar membayarkan

18



Dilihat dari segi pewaris (sebelum meninggal), ia pun tidak dapat menolak
peralihan tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka
kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah digariskan Allah. Oleh
karena itu ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap har-
tanya sebelum ia meninggal; karena dengan kematiannya itu secara otomatis
hartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ahli warisnya suka menerima atau
tidak. Demikian juga bagi yang punya harta.

Adanya asas ijbari dalam Hukum Kewarisan Islam dapat dilihat dari
beberapa segi; yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang
beralih dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur ijbari dari segi cara peralihan dapat dilihat dari firman Allah dalam
surat An-Nisa ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki
maupun perempuan ada “nasib” dari harta peninggalan orang tua dan karib
kerabat. Kata “nasib” berarti bagian, saham atau jatah dalam bentuk sesuatu
yang diterima dari pihak lain. Dari kata "nasib” itu dapat dipahami bahwa
dalam sejumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah ter-
‘dapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan akan
memberi sebelum ia meninggal; begitu pula ahli waris tidak perlu meminta
haknya.

Bentuk ijbari dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris
dalam harta warisan sudah jelas ditentukan, hingga pewaris maupun ahli waris
tidak mempunyai hak untuk menambah atau menguranginya. Adanya unsur
ijbari dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata “mafrudan” yang secara
etimologis berarti ditentukan atau diperhitungkan. Kata-kata tersebut dalam
terminologi Ilmu Fikih berarti sesuatu yang diwajibkan Allah kepada ham-
banya. Dengan mempergunakan kedua kemungkinan pengertian itu maka
maksudnya ialah: sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian
rupa secara mengikat dan memaksa.

Bentuk ijbari dari segi siapa-siapa yang akan menerima perdhhan harta,
berarti bahwa orang-orang yang berhak atas harta peninggalan itu sudah diten-
tukan secara pasti; sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat
mengubahnya. Adanya unsur ijbari itu dapat dipahami dari kelompok ahli waris
sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176.

2. Asas bilateral:

Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti bahwa seseorang menerima
hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis
keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

utang pewaris dari harta peninggalannya. Dalam BW. diberikan kemungkinan un-
tuk tidak menerima hak kewarisan, karena menerima akan membawa akibat adanya
kewajiban ahli waris untuk melunasi utang pewaris. Prof. Subekti, Pokok-Pokok
Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1977, halaman 84-85.
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Asas ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah dalam surat An-Nisa
ayat-ayat 7, 11, 12 dan 176. Di dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang laki-laki
berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Be-
gitu pula seseorang perempuan mendapat warisan dari kedua pihak orang
tuanya. Ayat ini merupakan dasar dari kewarisan bilateral itu. Secara terperinci
asas bilateral itu dapat dipahami dalam ayat-ayat selanjutnya.

- Di dalam ayat |1 ditegaskan:

a. anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tua sebagaimana
didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seorang anak laki-laki men-
dapat bagian sebanyak bagian dua orang anak perempuan;

b. ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perem-

"puan sebesar seperenam. Begitu pula ayah berhak menerima warisan dari
anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam bagian.
Jumlah tersebut ialah bila pewaris meninggalkan anak.

Dalam ayat 12 dijelaskan bahwa:

a. bila pewaris seorang laki-laki yang punah, saudaranya yang laki-laki berhak
mendapat harta peninggalannya; begitu pula saudaranya yang perempuan
berhak mendapat harta warisannya itu;

b. bila pewaris adalah seseorang perempuan yang punah, maka saudaranya baik
yang-laki-laki maupun perempuan berhak menerima harta warisannya.

Dalam surat An-Nisa ayat 176 dijelaskan bahwa:

a. Seseorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mem-
punyai saudara perempuan, maka saudaranya yang perempuan itu berhak
menerima warisannya;

b. seseorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan dia
mempunyai saudara laki-laki, maka saudaranya yang laki-laki itu berhak
menerima harta warisannya.

Ahli waris kerabat yang lain yang tidak tersebut di dalam Al-Quran secara
nyata dapat diketahui melalui penjelasan yang diberikan oleh Nabi dan juga dari
perluasan pengertian terhadap ahli-ahli waris yang secara jelas disebutkan di
dalam Al-Quran.

Kewarisan kakek dapat diketahui dari penggunaan kata abun” yang ter-
dapat Al-Quran, yang dalam pengertian Bahasa Arab dapat berlaku untuk
kakek secara umum. Begitu pula kewarisan nenek dikembangkan dari kata ibu
yang sering terdapat dalam Al-Quran. Di samping itu ada pula penjelasan dari
Nabi tentang kewarisan kakek dan kewarisan nenek.?) Dari perluasan pe-

20) Hadis nomot 4 dan nomor 5.



ngertian itu diketahui pula garis kerabat ke atas melalui pihak laki-laki; dan juga
melalui pihak perempuan.

Begitu pula garis kerabat ke bawah, walaupun tidak jelas terdapat dalam
Al-Quran, tetapi dapat diketahui dari perluasan pengertian anak-anak yang juga
berarti untuk anak-anak dari anak-anak. Hanya dalam memberikan perluasan
pengertian anak-anak itu, Ahlu Sunnah membatasinya kepada keturunan anak
laki-laki saja; sedangkan golongan Si’ah memperluas pengertian anak kepada
cucu melalui anak laki-laki dan anak perempuan.?)

Kewarisan dari dua pihak garis kekerabatan berlaku pula untuk kerabat ga-
ris ke samping. Ayat 12 surat An-Nisa menetapkan kewarisan saudara laki-laki
dan saudara perempuan dengan pembagian yang berbeda dengan hak saudara
dalam ayat 176 surat An-Nisa. Adanya perbedaan dalam hal itu menunjukkan
adanya perbedaan dalam hal yang berhak. Oleh karena hak saudara baik laki-
laki maupun perempuan dalam ayat 12 adalah seperenam atau sepertiga sama
dengan pembagian ibu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa saudara-saudara
dalam ayat 12 itu maksudnya ialah saudara dari garis ibu; sedangkan saudara-
saudara dalam ayat 176 adalah saudara garis ayah atau ayah dan ibu.

Dengan mendalami pengertian ayat 12 dan 176 surat An-Nisa tersebut
dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam garis kerabat ke samping pun berlaku
pula kewarisan dari dua arah yaitu melalui ayah dan melalui ibu.

3. Asas individual:

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti
bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Ke-
seluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-
bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak
menurut kadar bagian masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada
ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan
sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan men-
jalankan kewajiban, yang dalam istilah Usul Figh disebut ""ahliyatu al wujub’.??)

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dikaji dari aturan-aturan Al-
Quran yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surat An-
Nisa secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki berhak menerima warisan
dari orang tua atau kerabatnya. Begitu pula perempuan mempunyai hak untuk
menerima harta warisan dari orang tua atau kerabatnya; baik harta yang di-
tinggalkan itu sedikit atau banyak. Bagian masing-masing sudah ditentukan.

21) Ja’far Ibn Husein, Sarai'u al Islami IV, Matbaatu al Adabi, Teheran, 1969, halaman
25:
22) Abdul Wahab Kalaf, Usulu al Fighi, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jakarta 1974,
[ halaman 136.
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Dari ayat 7 surat An-Nisa tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah
bagian untuk setiap ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya har-
ta yang ditinggalkan. Sebaliknya jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan
yang berlaku. Dalam hal ini berlaku kata pepatah: Banyak bagi bertumpuk,
sedikit bagi bercecah”.

Ayat 11, 12 dan 176 surat An-Nisa menjelaskan secara terperinci hak
masing-masing menurut bagian yang tertentu dan pasti. Dalam bentuk yang
tidak tertentu pun seperti anak laki-laki bersama dengan anak perempuan dalam
surat An-Nisa ayat |1 dan saudara laki-laki bersama saudara perempuan dalam
surat An-Nisa ayat 176, dijelaskan juga perimbangan pembagiannya, yaitu
bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Dari perimbangan
yang dinyatakan itu akan jelas pula bagian masing-masing ahli waris.

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib
dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi yang berat di akhirat atas pe-
langgarnya sesuai dengan firman Allah dalam surat an Nisa’ ayat-ayat 13 dan 14.

Bila telah terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris,
maka selanjutnya yaitu hak ahli waris untuk berbuat atau bertindak atas harta
yang didapatnya itu berlaku ketentuan lain yaitu kecakapan untuk bertindak
yang dalam Usul Figh disebut “Ahliyatul ’ada’”.?3) ‘

Di antara ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas
hartanya, maka harta warisan yang diperolehnya berada di bawah pengam-
punan walinya; sedangkan perbelanjaannya dapat diambilkan dari harta warisan
yang didapatnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa
ayat 5 yang menyatakan tidak bolehnya menyerahkan harta kepada orang
safih”. Yang dimaksud dengan safih dalam ayat ini ialah orang yang belum
dewasa.®)

Dengan memperhatikan bahwa setiap ahli waris berhak penuh atas harta
yang didapatnya dari satu segi dan di antara ahli waris itu ada yang tidak berhak
menggunakan hartanya sampai ia dewasa dari segi lain, maka ahli waris yang
telah dewasa dapat tidak membagikan harta itu kepada ahli waris yang masih
belum dewasa itu. Dalam hal ini ibu umpamanya atau saudara tertua di antara
beberapa orang yang bersaudara dapat menguasai sendiri harta bersama itu.
Walaupun demikian sifat individualnya harus tetap diperhatikan yaitu dengan
mengadakan perhitungan terhadap harta masing-masing ahli waris, memelihara
harta orang-orang yang belum pantas mengusahakannya dan mengembalikan
harta itu kepadanya pada waktu ia telah pantas bertindak atas harta itu. Tidak
ada pihak yang dirugikan dengan cara tersebut, sesuai dengan petunjuk Allah
dalam surat An-Nisa ayat 2.

23) Abu Zahrah, op cit, hal. 319.
24) Abu Abdillah Muhammad al Qurtubi, A/ Jami'li Ahkami al Qur'an V, Daru al Katib al
Arabiyah, Cairo, 1967, halaman 28.
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Menghilangkan bentuk individualnya dengan jalan mencampuradukkan
tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak-hak kewarisan itu ber-
sifat kolektif, menyalahi ketentuan yang disebutkan di atas dan terkena sanksi
sebagaimana disebutkan di ujung ayat 2 surat An-Nisa disebutkan di atas. Dari
penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk kewarisan kolektif tidak
sesuai dengan ajaran Islam, karena dalam cara tersebut dikawatirkan akan
memakan hak anak yatim yang terdapat dalam kelompok harta itu. Perbuatan
tersebut secara kusus terkena sanksi sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa
ayat 2, 6 dan 10; secara umum diancam dengan sanksi pada firman Allah dalam
surat Al-Baqgarah ayat 188.

4. Asas keadilan berimbang:

Di dalam Al-Quran terdapat kata ™ *adlu” atau yang terbentuk dari kata itu
lebih dari 28 kali. Sebagian diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan
sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata ™ "adlu” itu dikemukakan dalam
konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula; hingga akan memberikan
definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.

Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang
menyangkut dengan hukum kewarisan, dapat diartikan: keseimbangan antara
hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan
dan kegunaan.

Atas dasar pengertian tersebut di atas, terlihat asas keadilan dalam Hukum
Kewarisan Islam. Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan ke-
lamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Artinya laki-laki mendapat hak
kewarisan; begitu pula perempuan mendapat hak kewarisan sebanding dengan
yang didapat oleh laki-laki. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-Quran surat
An-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan perempuan dengan laki-laki
dalam hak kewarisan.

Secara terperinci disebutkan pula dalam ayat-ayat berikutnya yaitu hak
anak laki-laki dan anak perempuan dalam ayat I1; hak bapak dan ibu juga pada
ayat 11; hak suami atau isteri pada ayat 12. Hak saudara laki-laki dan saudara
perempuan pada ayat 12 dan ayat 176 surat An-Nisa.

Tentang jumlah bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan, terdapat
dua bentuk:

a. Laki-laki mendapat jumlah yang sama dengan perempuan seperti ibu dan
bapak sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris ada
meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 11 surat An-Nisa.
Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapat
Seperenam dalam kasus pewaris kalalah sebagaimana tersebut dalam ayat 12
surat An-Nisa,

- Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari bagian
yang diperoleh perempuan dalam kasus yang sama; yaitu antara anak laki-
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laki dengan anak perempuan dalam ayat 11 surat An-Nisadan antara saudara
laki-laki dengan saudara perempuan yang disebutkan dalam ayat 176 surat
An-Nisa. Dalam kasus yang terpisah duda mendapat dua kali bagian yang
diperoleh janda yaitu setengah dan seperempat dalam keadaan pewaris tidak
meninggalkan anak; atau seperempat dan seperdelapan bila pewaris
meninggalkan anak.

Ditinjau dari segi jumlah bagian pada waktu menerima hak, memang ter-
dapat ketidak samaan. Tetapi hal tersebut bukanlah berarti tidak adil; karena
keadilan tidak hanya diukur dengan pendapatan waktu menerima hak tetapi

" juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan materi yang lebih
banyak dari pada perempuan, karena laki-laki memikul kewajiban ganda yaitu
terhadap dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk di dalamnya
perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34. Bila dikaitkan
pendapatan dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan di atas,
maka akan terlihat bahwa laki-laki akan merasakan manfaat dari apa yang
diterimanya sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak perempuan. Inilah
keadilan dalam konsep Islam.

Walaupun kerabat garis ke atas yaitu orang tua dan kerabat garis ke bawah
yaitu anak-anak sama berhak atas harta warisan dalam kejadian yang sama,
bahkan kedua pihak ini disamakan kedudukannya oleh Allah sebagaimana ter-
dapat pada akhir ayat 11 surat An-Nisa, namun dalam kadar pendapatan ter-
dapat perbedaan. Anak-anak dalam keadaan apapun mendapat bagian lebih
banyak dari pada orang tua. Perbedaan ini dapat pula dikaji dari segi hak dan
kewajiban, serta tanggung jawab.

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya
adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli
waris; hingga kadar yang diterima oleh ahli waris berimbang dengan perbedaan
tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarga
(yang kemudian menjadi ahli waris).

Bagi seseorang laki-laki, tanggung jawab utamanya adalah terhadap anak
dan isterinya. Ini adalah kewajiban agama yang harus dipikulnya (surat Al-Ba-
qarah ayat 233) yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuannya (surat At-
Talaq ayat 7). Kewajiban itu harus dijalankannya, baik anak dan isterinya itu
mampu atau tidak, memerlukan bantuan atau tidak.

Terhadap kerabat yang lain, tanggung jawab seseorang hanya dalam bentuk
tambahan dan tidak utama. Tanggung jawab itu dipikulnya bila ia mampu ber-
buat demikian di satu pihak; dan di pihak lain kerabat itu membutuhkan ban-
tuan. Tanggung jawab terhadap kerabat ini disebutkan Allah dengan surat Al-
Baqarah ayat 215.

Dengan demikian, anak menerima hak dari seseorang ayah melebihi apa
yang diterima orang tua dari anaknya. Karena kewarisan dikaitkan kepada
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tanggung jawab pada waktu masih hidup, maka adalah adil bila dalam hak
kewarisan jumlah yang diterima oleh anak lebih banyak dari pada yang diterima
oleh orang tua.

Dalam kedudukan yang sama, umur tidak menjadi suatu faktor yang
membedakan hak ahli waris. Dilihat dari segi kebutuhan sementara yaitu pada
waktu menerima hak terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan tidaklah adil
karena kebutuhan orang dewasa melebihi kebutuhan anak kecil. Tetapi penin-
jauan tentang kebutuhan, bukan hanya bersifat sementara yaitu pada waktu
menerima saja, tetapi juga dalam jangka waktu yang lama. Dari tinjauan ini,
anak kecil mempunyai kebutuhan material yang lebih lama dari pada orang
dewasa.

Bila dihubungkan besar keperluan bagi orang dewasa dengan lamanya
keperluan bagi anak kecil dan dikaitkan pula kepada pendapatan yang sama
dalam hak kewarisan, maka hasilnya ialah kedua pihak akan mendapatkan man-
faat yang sama atas apa yang mereka terima. Inilah keadilan hakiki dalam pan-
dangan Islam.

5. Kewarisan semata akibat kematian:

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang
lain dengan nama kewarisan, berlaku sesudah matinya yang mempunyai harta.
Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain
secara kewarisan selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti
bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara
langsung, maupun terlaksana sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam
istilah kewarisan menurut Hukum Islam. Dengan demikian Hukum Kewarisan
Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian
semata atau yang di dalam Hukum Perdata atau BW disebut kewarisan "ab in-
testato’ dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuatnya pada
waktu masih hidup yang disebut kewarisan secara testamen.)

Asas tersebut mempunyai kaitan yang erat dengan asas ijbari. Pada
hakikatnya bila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat
bertindak atas hartanya pribadi yang menyangkut dengan kemauan dan ke-
perluannya selama ia hidup. Tetapi ia tidak mempunyai kebebasan untuk
mengatur” harta tersebut untuk penggunaan sesudah matinya. Walaupun ada
kebebasannya untuk bertindak dalam tujuan seperti tersebut di atas dalam
kadar batas maksimal sepertiga dari hartanya, namun tindakannya itu walaupun
berlaku sesudah kematiannya, tidak disebut dengan nama kewarisan.

25) Wasiyat dalam Hukum Islam merupakan lembaga tersendiri terpisah dari hukum
kewarisan. di dalam kitab-kitab Fikih dibahas dalam pembahasan tersendiri. Dalam
Hukum Perdata (BW) wasiyat termasuk salah satu cara dalam pewarisan. Lihat Prof.
Subekti, op cit, hal. 78.
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Asas kewarisan sebagai akibat kematian ini, dapat digali dari penggunaan
kata-kata “warasa” yang banyak terdapat dalam Al-Quran. Dalam ayat-ayat
kewarisan terdapat beberapa kali kata warasa” terpakai. Dari keseluruhan
pemakaian itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku sesudah yang mempunyai
harta itu mati. Hal itu berarti bahwa warasa” mengandung maksud peralihan
harta setelah kematian.

Apa yang disebut belakangan ini akan lebih nyata bila dianalisa semua
kata-kata warasa dalam ayat kewarisan dan dihubungkan pula dengan kata
warasa yang tersebut di luar ayat-ayat kewarisan. Di dalam Al-Quran cukup
banyak dipergunakan kata warasa baik untuk maksud kewarisan dalam arti
sebenarnya atau tidak.

Bila diperhatikan penggunaan kata-kata “warasa” dalam Al-Quran, ter-
dapat dua kelompok pemakaian yang berbeda maksudnya:

a. Kata-kata “warasa” atau yang berakar kepada kata itu dan pihak yang me-
wariskan dihubungkan kepada Allah. Umpamanya: surat al Mu’minun ayat
10 (Mereka itulah orang yang mewarisi) dan ayat 11 (. . . . yang mewarisi sur-
ga Firdaus); surat Al A’araf ayat 128 (Bumi ini milik Allah diwariskannya
kepada yang disukainya) dan ayat 137 (Kami wariskan kepada kaum yang
lemah bumi sebelah timur . . .): surat Al-Fatir: (Kemudian Kami wariskan
kitab itu untuk orang yang kami pilih . . ); surat As-Syu’ara ayat 59 (Kemu-
dian Kami wariskan peninggalan itu kepada Bani Israil) dan ayat 85 (Ja-
dikanlah aku menerima waris surga na’im); surat Maryam ayat 40 (Kami
mewarisi bumi dan orang-orang di atasnya); ayat 63 (Itulah surga yang akan
Kami wariskan kepada hamba' Kami yang bertagwa) dan ayat 80 (Kami
warisi dari padanya apa yang dikatakannya . . .); surat Ad-Dukan ayat 28
(Kami wariskan semua untuk kaum yang lain); surat Az-Zukruf ayat 72 (Itulah
surga yang diwariskan kepadamu); surat As-Sura ayat 14 (orang-orang yang
diwariskan kitab kepadanya); surat Al-Anbiya’ ayat 89 (Engkau sebaik-baik
yang mewarisi) dan ayat 105 (Kami akan diwarisi hamba yang saleh) dan
surat Al-Qasas ayat 58 (Kamilah yang mempusakai mereka).

b. Kelompok kata atau yang berakar kepada kata “warasa” dan pihak yang
mewariskan dihubungkan kepada hamba. Umpamanya: surat Al-Bagarah
ayat 233 (Terhadap yang mewarisi seperti itu pula); surat An-Nisa ayat 11
(yang mewarisinya adalah ibu dan bapaknya), ayat 12 (. ... Jika laki-laki dan
perempuan yang diwarisi itu punah), ayat 19 (tidak halal bagimu mewarisi
perempuan ....) dan ayat 176 (.... saudara laki-laki mewarisi saudara
perempuan ... ); surat Al-A’araf ayat 169 (... yang mewarisi kitab); surat
An-Naml ayat 16 (Sulaiman mewarisi Daud); surat Al-Qasas ayat 5 (Kami
jadikan mereka ahli waris); surat Maryam ayat 6 (... yang akan me-
warisiku dan mewarisi keluarga Ya’kub) dan surat Al-Ahzab ayat 27 (la
mewariskan kepadamu negeri dan rumahnya).



Kata-kata "warasa’ atau yang berakar kepada kata itu yang terdapat pada
ayat-ayat kelompok pertama karena dihubungkan kepada Allah tidak berarti
mewariskan atau mewarisi, tetapi dengan arti memberikan. Allah memberikan
sesuatu kepada hamba atau hamba menerima sesuatu dari Allah. Pada ayat-ayat
kelompok kedua, pihak yang mewarisi terdiri dari orang perorang atau kaum
atau generasi; yang menunjukkan bahwa baik orang, kaum maupun generasi
telah berlalu dan telah tiada. Dari semua ayat-ayat tersebut dapat dipahami
bahwa peralihan sesuatu dari yang mewariskan kepada yang mewarisi berlaku
sesudah yang mewariskan tidak ada lagi.

Dari kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan tersebut di atas dapat
disimpulkan lagi bahwa peralihan hak milik bukan oleh sebab kematian atau
yang mempunyai hak masih hidup tidak dapat disebut pewarisan sebagaimana
terlihat dalam ayat-ayat kelompok pertama; walaupun untuk maksud itu
-dipakai juga kata-kata warasa. Kata “warasa’ tidak diartikan waris dalam arti
yang sebenarnya.
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DALIL-DALIL

Hukum Kewarisan Islam dalam penentuan ahli waris menjalankan asas
bilateral dan dalam cara pemilikan atas harta warisan memperlakukan asas
individual.

Hukum Islam banyak mengubah sistem kemasyarakatan adat
Minangkabau. Perubahan itu berjalan secara evolusi, karena sifat lentur
dan kemungkinan menyesuaikan diri yang terdapat dalam adat di satu
pihak dan sifat universal Hukum Islam di pihak lain, memungkinkan adat
menyatu dengan Hukum Islam.

Kesepakatan “Orang Empat Jenis” pada tahun 1952 dan hasil Seminar
Hukum Adat Minangkabau tahun 1968 yang menetapkan pewarisan harta
pusaka secara adat dan pewarisan harta pencaharian secara hukum Faraid
adalah tepat dan merupakan wujud yang nyata dari perpaduan adat dengan
syara’. .

Teori resepsi sebagai yang tertuang dalam I.S. pasal 134 (2), adalah berten-
tangan dengan iman umat Islam dan kenyataan hukum. Oleh karena itu
harus ditolak dan tidak dapat terus diperlakukan baik sebagai teori,
maupun dalam praktek hukum.

Yang berlaku dalam masyarakat bukanlah ”hukum Islam baru berlaku
sesudah diterima sebagai hukum adat”, tetapi sebaliknya yakni hukum adat
dapat diteruskan apabila tidak bertentangan dengan Hukum Islam (agama).
Dalam mempersiapkan Undang-Undang tentang Kewarisan yang bersifat
Nasional, perlu diperhatikan Undang-Undang tentang Perkawinan, yang
kerangkanya mengambil bentuk unifikasi, tetapi isinya mengandung sistem
differensiasi. Unifikasi hukum kewarisan berlaku dalam asas bilateral in-
dividual dan selanjutnya bagi umat Islam berlaku Hukum Kewarisan Islam.
Dalam mengatur hubungan antar manusia dalam peri kehidupan ber-
masyarakat, Hukum Islam mengajarkan asas musyawarah sejauh tidak
bertentangan dengan larangan yang pasti dalam Allah SWT.

Mendalami pemahaman ajaran Islam sebagai sistem sosial, ternyata masih
diperlukan, baik di kalangan masyarakat umum, maupun di lingkungan
pengemban amanat rakyat.
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DAFTAR YURISPRUDENSI

Raad van Justitie Padang tanggal 1 Desember 1927:

Kemenakan adalah ahli waris terhadap harta peninggalan mamak, sean-
dainya sebelumnya tidak menghibahkan hartanya itu untuk anak-anaknya.
Hibah harta pencaharian untuk anak-anak oleh seseorang yang tidak mem-
punyai kerabat dekat dan telah hidup dengan anak istrinya secara terpisah
dari kaum, adalah sah walaupun tanpa persetujuan kaum. (519-520).
M.A. tanggal 12-2-1969, No.39K/Sip/1968, membatalkan:

P.T. Bukittinggi tgl.15-6-1967. PT.BT. dan P.N. Padang Panjang tgl. 9-5-
1963, No.Perd.11/1962.

Harta pencaharian seseorang diwarisi- oleh anak-anak. Istri berhak atas
bagian harta bersama dan tidak ada hak kemenakan atas hasil harta pen-
caharian. (605-606).

P.N. Bukittinggi tgl. 24-3-1966, No. Perd.3/1964. PN. BT. P.T. Padang tgl.
2-8-1969, No. 88/1968 PT.BT.

Harta pusaka kaum harus kembali kepada kaum setelah matinya yang
membawa harta tersebut ke rumah anak dan istrinya. (528).

P.T. Bukittinggi tanggal 912-1967, No. Perd.308/1967 M.A. tanggal 21-11-
1970, No.236 K/Sip/68:

Istri yang bekerjasama dengan suaminya berhak atas separo harta bersama,
walaupun perceraian telah berlaku sebelum kematian suami. (508).

P.N. Pariaman tgl. 9-1-1968, No. Perd.2/1967. PN. Prm.

P.T. Padang tgl. 2-8-1969, No.Perd.78/1968.PT.BT.

M.A. tanggal 7-4-1971, No. 5K/Sip/1971.

Harta pusaka tinggi kembali kepada kaum dan anak-anak tidak berhak atas
harta pusaka kaum. (527).

P.N. Payakumbuh tgl.10-1-1963, Perd.No.33/1962.

PT. Padang tgl. 22-4-1969, No0.400/1967/PT.BT.

M.A. tanggal 2-9-1971, No.Reg.180K/Sip/1971.

Harta pencaharian, harta yang dipagang dengan hasil harta pencaharian



diwarisi oleh anak-anak. Harta kaum kembali kepada kaum dan harta
kaum yang ditebus dengan harta pencaharian, kembali kepada kaum
sesudah uang tebusan dipulangkan. (610).

P.N. Bukittinggi, tgl.12-5-1970, Perd.No.13/1969 PN.BT.

P.T. Padang tanggal 25-8-1974, No.3/1971-PT.BT.

M.A. tanggal 278-1975, No. 606 K/Sip/1975.

Pengertian sekaum ditentukan oleh hubungan seharta sepusaka serta
sependam sepekuburan. (527).

P.N. Solok tgl. 25-6-1969, Perd.No.29/1966/PnSlk.

P.T. Padang tgl.22-3-1972 No.115/1969/PT.BT.

M.A. tanggal 25-11-1975, Reg.No. 235K/Sip/1975:

Bila suatu kaum mengikut sertakan seseorang anggota sebagai waris dalam
suatu transaksi berarti antara kaum itu saling mewaris dalam sako dan
pusaka.(527).

P.N. Bukittinggi tgl.23-10-1964, No.80/1962-PN.BT.

P.T. Bukittinggi, tgl. 6-5-1968, No.115/1967/PT.BT.

M.A. tanggal 13-8-1969 No.359 K/Sip/1969.

Jika kaum seseorang tidak pernah mengikut sertakan seseorang dalam tran-
saksi tanah maka berarti kaum itu tidak punya hubungan darah dan adat
dengan orang tersebut. (527).

P.T. Bukittinggi tgl. 27-5-1968, No.Perd.293/1967

M.A. tanggal 14-11-1970, No. 473K/Sip/1970.

Punah berbeda dengan putus tali waris, karena menurut Adat
Minangkabau, ahli waris selalu ada menurut tingkatnya yaitu waris bertali
darah, bertali adat, nan sejari, nan setampok, nan sejengkal nan sehasta dan
lain-lain. (527).

. P.T. Padang tgl. 29-3-1975, Perd.No.61/1974/PT.PDG.

M.A. tgl.22-10-1975, No. 1029K/Sip/1975.

Menurut hukum adat Minangkabau, apabila seseorang tidak lagi mem-
punyai ahli waris, maka ia berhak memberikan hartanya kepada siapa yang
disukainya, baik yang berupa harta pencaharian sendiri, maupun yang
berasal dari harta pusaka tinggi. (522, 523).

P.N. Padang, Maret 1967, Perd.No.11/1967 PN.Pdg.

Harta pencaharian bersama dibagi antara suami dan istri; salah satu pihak
tidak dapat menghibahkan bagian yang lain kepada pihak lain. (512, 521).
Pengadilan Negeri Padang Panjang, No. Perd.2/G/1977 tgl. 19-6-1978:
Hibah harta kaum untuk anak-anak dengan persetujuan kaum separuik
adalah sah, walaupun tidak diketahui oleh kaum yang jauh. (522).
Pengadilan Negeri Padang Panjang, No.Perd.5/G/1977. tgl. 15-4-1978:
Tanah kaum harus kembali kepada kaum; setelah yang diserahi
mengusahakannya meninggal, maka anak-anak yang mengusahakannya
adalah tidak sah. (528).

Pengadilan Negeri Bukittinggi, Perd.No.16/1972:
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17.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Tindakan seseorang terhadap hartanya selama ia masih hidup adalah sah
dan ahli warisnya kemudian tidak dapat mengubah tindakan yang telah di-
lakukan oleh pewaris. (513).

Pengadilan Negeri Bukittinggi, Perd.No.39/1970.

Hibah dari seseorang yang sudah punah kepada anak atau cucunya, adalah
sah dan tidak dapat dibatalkan oleh kaum yang tidak seharta sepusaka
dengan yang menghibah.

Hubungan seharta sepusaka dinyatakan oleh adanya hubungan serumah
asal, sependam sepekuburan dan segolok segadai. (524, 526).

Pengadilan Negeri Bukittinggi, Perd.No.7/1973.

Harta pencaharian seseorang diwarisi oleh anak-anak dan dibagi secara
alur dan patut yaitu sama banyak tanpa pandang jenis kelamin. (632, 636).
Pengadilan Negeri Bukittinggi, Perd.No.2/1977.

Harta peninggalan diwarisi dan dibagi di antara anak-anak pewaris secara
sama banyak. (622, 637).

Pengadilan Negeri Padang Panjang, Perd. No.1/G/1978. tgl. 28-7-1979.
Harta pencaharian bersama suami istri dibagi dua bila terjadi kematian
salah seorang di antaranya. Harta bagian masing-masing diwarisi oleh ahli
warisnya secara pembagian yang sama. (520, 623, 631, 637).

P.N. Pariaman tgl. 15-11-1967, Prd. No.10/1967/PNPrm.

Harta pencaharian bersama suami istri, jatuh kepada istri dan anak kalau
suami meninggal. (506). '

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Padang, tanggal 31-10-1978,
No.231/1978. .

Istri dan anak-anak adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian
seseorang yang meninggal. (611).

P.A./Masya. Bukittinggi, tanggal 15-4-1978, No. 80/1978:

Istri dan anak-anak adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian
seseorang; sedangkan saudara-saudara tidak berhak atas harta warisan
tersebut oleh karena ada anak-anak sebagai ahli waris. (611).
P.A./Masya. Muara Labuh tanggal 24-8-1958, No.51/1958.

Harta pencaharian seseorang diwarisi oleh istri dan anak-anaknya.
Saudara-saudara seibu tidak berhak atas harta warisan itu. (612).
P.A./Masya. padang Panjang tgl.3-5-1973, Reg.No.56/1976.

Istri dan anak-anak adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian
dengan perhitungan istri-istri mendapat 1/8, anak laki-laki mendapat dua
kali anak perempuan.

Saudara berhak mendapat warisan atas kesepakatan semua ahli waris yang
berhak. (632, 637).

P.A./Masya. Padang Panjang tanggal 30-7-1973. Reg.No.35/1973.

Anak perempuan, istri-istri, saudara peremouan adalah ahli waris yang sah
atas harta pencaharian seseorang laki-laki yang meninggal. Cara pem-



26.

27.

bagiannya berlaku menurut kesepakatan bersama ahli waris yang berhak.
(626, 636, 670).

P.A/Masya. Padang Panjang tanggal 18-9-1972. Reg. No.28/1973.
Anak-anak laki-laki dan perempuan adalah ahli waris yang sah atas harta
pencaharian seseorang. Karena tidak ada kesepakatan bersama tentang
cara pembagiannya, maka hukum yang berlaku adalah hukum Faraid yaitu
seorang anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. (625,
671).

P.N. Solok tanggal 29-4-1969, Perd.No.13/1968.PN.SLK.

Penghibahan harta pusaka tinggi kepada anak bagi seseorang yang telah
putus waris yang bertali darah adalah sah menurut hukum adat. Persetu-
juan ahli waris tidak diperlukan karena yang bertali darah tidak akan ada
yang memberikan persetujuan. (523).
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DAFTAR AYAT-AYAT AL QUR’AN

Al-Baqarah ayat 57: (279)
-4 2797 '/ ’/ = //L 35/
- D g€ SHFAHE MBI Y Cae

. makanlah rizki yang baik yang diberikan kepadamu. Mereka tiada
menganiaya Kami, tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri.

Al-Bagarah ayat 83: (37, 263)
h-/ P v./// . Cl/ 1‘
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Ketika Kami ambil janji Bani Israil bahwa tidak boleh kamu menyembah
selain Allah dan berbuat baik kepada ibu dan bapa, karib kerabat, anak-

anak yatim dan orang-orang miskin . ..

Al-Baqgarah ayat 133: (58)
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“ a
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. Ketika 1a berkata kepada anak-anaknya: apakah yang kamu sembah
sesudahku? Mereka berkata: Kami sembah Tuhanmu, Tuhan bapak-
bapakmu yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak yaitu Tuhan Yang Maha Esa; dan

Kami patuh kepadaNya.
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Al-Baqarah ayat 168: (279)
4
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Hai manusia, makanlah apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik
dan jangan kamu ikuti langkah- -langkah syeitan. Sesungguhnya syeitan itu
musuh yang nyata bagimu.

Al-Bagarah ayat 172: (279)

P4 '{.'.4/:1 Y oass Sk T ‘{/ /et 24, ;}/?{1. }w/’v
4] OLasly Naly N353 A {fA ,;3\ L4

AR A

.

Wahai segenap manusia, makanlah rezki yang baik yang diberikan
kepadamu. Syukurlah kepada Allah, jika kamu menyembah kepadaNya.

Al-Baqarah ayat 173: (105)
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Sesungguhnya telah diharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan
sesuatu yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Tetapi
barang siapa yang terpaksa sedangkan ia tidak aniaya dan tidak pula
melanggar batas, maka tak ada dosa terhadapnya. Sesungguhnya Allah

Pengampun, lagi Penyayang.

Al-Baqarah ayat 178: (164, 315)
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Hai orang-orang yang beriman, diperlukan atas kamu gisas dalam pem-
bunuhan, orang merdeka dengan merdeka, sahaya dengan sahaya, perem-
puan dengan perempuan. Barang siapa mendapat maaf dari saudaranya
akan sesuatu, maka hendaklah ia mengikut secara yang baik dan mem-
bayarkan kepada saudaranya itu dengan baik-baik.

Al-Baqarah ayat 180: (95, 263, 319)
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Diperlukan atas kamu, bila salah seorang kamu hamplr mati, jika ia
meninggalkan harta, supaya berwasiat untuk dua orang ibu bapa dan karib
kerabat secara patut, sebagai suatu kewajiban atas orang yang bertaqwa.

Al—Baqarah ayat 188: (55 279, 320, 321)
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Janganlah kamu memakan harta orang lain secara batil dan jangan kamu

bawa kepada hakim supaya dapat kamu memakan sebagian harta orang
dengan dosa, sedangkan kamu mengetahuinya.

Al-Baqgarah ayat 215: (36, 263)
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Mereka bertanya kepadamu apakah yang akan mereka nafkahkan.

Katakanlah: apa-apa yang kamu nafkahkan dari harta, maka untuk dua ibu

bapa dan karib kerabat . . .

Al-Baqarah ayat 226: (166)
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Bagi orang yang bersumpah dengan istrinya (tidak akan bersetubuh), diberi
Janji empat bulan lamanya, maka jika mereka kembali, sesungguhnya Allah
Pengampun lagi penyayang. Jika mereka berkehendak untuk menceraikan,
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengampuni.

Al-Bagarah ayat 233: (26, 319,’ 263)
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Ibu-ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi orang
yang menghendaki akan penyusuan yang sempurna. (Kewajiban) atas bapa
memberi belanja ibu anak-anaknya itu dan pakaiannya secara pantas.
Tiada diberati seseorang, kecuali sekedar tenaganya. Tiada melarat ibu
karena anaknya dan begitu pula tidak melarat bapa karena anaknya.
Terhadap warispun seperti demikian pula. Jika kedua ibu dan bapak hen-
dak menceraikan anaknya dari menyusu (sebelum dua tahun) dengan

kerelaan dan musyawarat di antara keduanya, maka tiada berdosa
keduanya.

\

Al-Baqarah ayat 237: (318)
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Jika kamu mentalak istri sebelum kamu campuri dan kamu telah

menetapkan mas kawin untuk istri itu, maka untuk istri itu adalah seperdua

dari apa yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika dimaafkannya atau
dimaafkan oleh orang yang di tangannya terletak akad nikah .. ..

Ali-Imran ayat 130: (167, 279)
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang
berlipat ganda dan takutlah kamu kepada Allah, mudah- mudahan kamu

menang.

An-Nisa’ ayat 2 (279)
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Berikanlah kepada anak yatim harta mereka jangan kamu pertukarkan
yang baik dengan yang buruk. Jangan kamu makan harta mereka bersama
dengan hartamu. Sesungguhnya memakan harta anak yatim itu adalah
suatu dosa yang besar.

An-Nisa’ ayat 4: (318)
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Berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawinnya sebagai suatu
pemberian perkawiann. Jika perempuan itu baik hati dan mau merelakan
sebagian daripadanya, makanlah olehmu dengan baik dan senang.

An-Nisa’ ayat 6: (279)
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A GBI,
. Jika kamu menganggap mereka itu telah cerdas, berikanlah harta itu
kepadanya. Jangan kamu makan harta itu dengan berlabih-lebihan dan
bersegera karena khawatir mereka akan cepat dewasa . . ..
An-Nisa ayat 7: (12, 51, 52, 166, 280)
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Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu-by
dekat; dan untuk perempuan ada pula bagian dar;
dan kerabat yang dekat, baik sedikit ataupun banya
telah ditentukan.

pa dan karib kerabat
peninggalan ibu bapa
k, sebagai bagian yang

An-Nisa’ ayat 8: (12, 98, 280, 285)
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Terjemahan pada halaman 12

An-Nisa’ ayat 9: (12, 279)
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Terjemahan pada halaman 12

An-Nisa’ ayat 10: (12, 92)
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Terjemahan pada halaman 12

An-Nisa’ ayat 11: (12, 26, 37, 51, 52, 70, 95, 166, 263, 280, 319, 321)
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Terjemahan pada halaman 12

An-Nisa’ ayat 12: (12, 26, 37, 48, 52, 95, 166, 280, 319, 321)
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Terjemahan pada halaman 13

An-Nisa’ ayat 13 (12, 280)
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An-Nisa’ ayat 14 (13, 280, 321)
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Terjemahan pada halaman 13

Terjemahan pada halaman 13
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An-Nisa’ ayat 22: (35, 318)
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Jangan kamu kawini perempuan yang telah dikawini oleh bapakmu, kecuali
pada masa yang telah lalu. Sesungguhnya perbuatan seperti itu adalah keji,
dibenci dan sejahat-jahatnya jalan.

An-Nisa’ ayat 23: (35, 318)
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Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak perempuanmu, saudara
perempuanmu, saudara perempuan bapakmu, saudara perempuan ibumu,
anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara
perempuan; ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan sepersusuanmu,
ibu istrimu, anak tirimu yang dalam pemeliharaanmu, jika kamu telah men-
campuri ibunya; kalau kamu belum mencampuri ibunya, tidak apa kamu
mengawininya; begitu pula istri anakmu; dan menghimpunkan dua orang
perempuan yang bersaudara, kecuali pada masa yang lalu. Sungguh Allah
Pengampun lagi Penyayang.

An-Nisa’ ayat 24: (35, 318)
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Dan (diharamkan juga mengawini) perempuan-perempuan yang bersuami,
kecuali perempuan yang kamu miliki. (Yang demikian) telah dituliskan
Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan yang lain
dari pada itu, jika kamu mendapatkan perempuan dengan hartamu (mas
kawin) serta beristri dengannya; bukan berbuat jahat (zina). Jika kamu
telah mencampuri perempuan itu, hendaklah kamu berikan kepadanya mas
kawinnya yang telah kamu tetapkan. Tiadalah kamu berdosa jika kamu
telah berdamai sesudah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Mengetahui lagi
Maha Bijaksana.

An-Nisa’ ayat 29: (279, 320, 321)

PR <FANIRRUIS, <85 FAIHACRARS )s\(;.i\:

Hai orang-orang yang beriman jangan kamu memakan harta orang lain
secara batil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka . ..

An-Nisa’ ayat 33: (13, 51, 280)
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Terjemahan pada halaman 13

An-Nisa’ ayat-ayat 43: (167)
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melakukan salat ketika
kamu sedang mabuk, hingga kamu dapat mengetahui apa yang kamu
katakan . ..

AN

An-Nisa’ ayat 59:(321)
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Hai orang-orang yang beriman, patuhlah kamu kepada Allah dan patuhlah
kamu kepada Rasul dan orang-orang yang mengurus pekerjaanmu. Bila
kamu berbantah-bantahan tentang sesuatu, hendaklah kamu kembalikan

kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir.
Demikian itu lebih baik dan sebaik-baiknya jalan.

An-Nisa’ ayat 92 (164)
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Tidak boleh orang mukmin membunuh orang mukmin lain kecuali jika ter-
salah. Barang siapa membunuh orang mukmin secara tersalah, hendaklah
memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin, serta dibayarkan diat
kepada keluarga yang terbunuh, kecuali jika mereka sedekahkan . ...

An-Nisa’ ayat 176 (13, 26, 48, 52, 70, 78, 166, 280, 321)
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Al-Maidah ayat 2: (330)
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Bertolong-tolonganlah kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan
janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan.
Bertagwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya.

Al-Maidah ayat 3: (105, 167)
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Diharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan (hewan)
yang disembelih bukan dengan nama Allah dan (hewan) yang mati tercekik,
karena terpukul, karena jatuh, karena ditanduk binatang lain; dan hewan
sisa makanan binatang buas kecuali dapat kamu sembelih hewan itu dan
hewan yang disembelih atas nama berhala dan bertenung dengan undian
panah. Yang demikian adalah perbuatan fasik, .. ..

Al-Maidah ayat 5: (47)
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(Dihalalkan untukmu mengawini) perempuan-perempuan suci di antara
orang-orang mukminat dan perempuan-perempuan suci di antara orang-
orang ahli kitab sebelum kamu, bila kamu bayar mas kawinnya, sedangkan
kamu menjadi orang suci, bukan berzina dan tidak pula dijadikan gundik

Al-Maidah ayat 33: (279)
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Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya
dan berusaha memperbuat bencana di muka bumi, bahwa mereka dibunuh
atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau
dibuang jauh dari tanah airnya. Balasan itu adalah suatu kehinaan bagi
mereka di dunia dan untuk mereka di akhirat siksaan yang besar.

Al-Maidah ayat 38: (279, 317)
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Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, hendaklah dipotong tangan
keduanya, sebagai balasan pekerjaan keduanya dan sebagai siksaan dari
Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.

Al-Maidah ayat 88: (279) .
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Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu secara halal dan baik; dan
bertaqwalah kamu kepada Allah yang kamu kepadaNya beriman.

Al-Maidah ayat 90: (168)
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Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala dan

bertenung adalah keji dari perbuatan syeitan. Oleh karena itu jauhilah;
mudah-mudahan kamu mendapa kemenangan.

\

Al-An’am ayat 151: (37, 263)
7/
Hendaklah berbuat baik kepada dua orang ibu-bapa.
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Al-An’am ayat 164 (93)
> A ¥/ 2
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.. Tiadalah usaha masing-masing orang, melainkan atas dirinya. Tiadalah
seseorang akan memikul kewajiban (beban) orang lain . ..

Al-A’raf ayat 26: (57) ¢
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Hai segala anak Adam, sesungguhnya telah kami tunjukkan pakaian
kepadamu untuk menutupi kemaluanmu dan pakaian perhiasan . ..

Al-A’raf ayat 27: (57, 58)
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Hai anak-anak Adam, janganlah kamu terpedaya oleh syeitan,
sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu-bapakmu dari dalam surga . ..

Al-A’raf ayat 128: (26)
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Musa berkata kepada kaumnya: “Minta pertolonganlah kamu kepada
Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah
diberikannya kepada orang yang dikehendakinya . .. 2

Al-A’raf ayat 137: (26)

sS %/
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Kami berikan kepada kaum yang lemah bumi belahan Timur dan Barat . . .

Al-A’raf ayat 160:(279)
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. makanlah dari yang baik-baik apa yang telah diberikan kepadamu.
Mereka tiadalah menganiaya Kami tetapi mereka menganiaya diri mereka
sendiri . . .

Al-A’raf ayat 169:(26)
Yo o487 A4 ) £ 77 /v/}"// "/7 1 A
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Sesudah mereka menggantikan suatu kaum yang mewarisi Kitab, mereka
mengambil harta yang buruk (di dunia)

Al-Anfal ayat 69:(279)
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Makanlah di antara rampasan perang yang baik dan halal. Bertagwalah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha
Penyayang.

Al-Anfal ayat 75: (13, 47, 83)

é&* a/LK/,\; y&\g\.{é 2;/. 198 1/ C/g(\;&j‘j

Orang-orang yang bertalian darah setengahnya lebih dekat dari pada yang
lain dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Mengetahui setiap sesuatu.

An-Nahl ayat 36:(263)

RSB LT B S ..

Berjalanlah di permukaan bumi ini. Perhatikanlah bagaimana akibatnya
orang-orang yang berdusta.

An-Nahl ayat 114: (279)
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Maka makanlah apa-apa yang telah dxbcrlkan Allah rezki kepadamu secara
halal dan baik. Bersyukurlah kepada Allah atas ni’'mat yang telah diberikan
Allah kepadamu, jika kamu menyembah kepadaNya.
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Al-Isra’ ayat 15 (93)
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Seseorang tidak akan memikul beban (dosa) orang lain. Kami tidak
menyiksa suatu kaum, sehingga kami utus seorang Rasul (kepadanya).

Al-Isra’ ayat 23: (263)
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Tuhanmu menetapkan bahwa tiada kamu menyembah kecuali kepadaNya
dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa . ..

Al-Isra’ ayat 70 (57)
/ 08, /0407 WA . // //’ V/ "/u/a/_.//
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Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam dan telah Kami bawa
mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan kepada mereka rezki yang
baik-baik ...

Maryam ayat 6 (26)
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Yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Dan jadikanlah ia ya
Tuhanku seorang yang disukai.

Maryam ayat 14 (37, 263)
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Dan berbuat baik kepada ibu dan bapaknya dan bukanlah ia sombong lagi
durhaka.

Maryam ayat 40 (26)
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Sesungguhnya Kami mewariskan bumi dan orang-orang di atasnya dan
kepada Kami mereka kembali.

Maryam ayat 63 (26)

L» Cepe ))‘;j\u\s.a“ﬂ

Itulah surga yang Kami wariskan kepada hamba Kami yang bertaqwa di an-
taranya.

Maryam ayat 80 (26)
4.7 ‘} 7/
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Dan Kami warisi daripadanya apa yang dikatakannya dan ia akan datang
kepada Kami sendirian.

Taha ayat 81 (279)
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Makanlah rezki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan janganlah
kamu melampaui batas padanya.

Al-Anbiya’ ayat 89 (26)
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. Jangan Engkau biarkan daku seorang diri. Engkau sebaik-baik yang
mewarisi.

Al-Anbiya’ ayat 105 (26)
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.

Dan telah Kami tullskan dalam Zabur, sesudah peringatan bahwa bumi
akan diwarisi oleh hamba-hambaKu yang saleh.
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Al-Mu’minun ayat 10-11 (26)
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Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Yang mewarisi surga Firdaus,
sedangkan mereka kekal di dalamnya.

Al-Mu’minun ayat 51 (279)
G\t As < Yo tbs s AL I Sy AT
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Hai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah secara saleh.
Sesungguhnya Aku mengetahui apa-apa yang kamu lakukan.
An-Nur ayat 2: (317)
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Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina deralah masing-
masingnya seratus kali pukulan. Jangan kamu merasa sayang terhadap
keduanya dalam menjalankan ketentuan Allah, jika kamu percaya pada
Allah dan hari akhir. Hendaklah pelaksanaan hukuman keduanya di-
saksikan oleh segolongan dari orang-orang mukmin.

An-Nur ayat 4: (317)
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Orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik (melakukan zina) dan
mereka tidak dapat mengemukakan empat orang saksi, deralah mereka
delapan puluh kali; janganlah terima kesaksian mereka selamanya.
Merekalah orang yang fasik.
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As-Syu’ara’ ayat 59 (26)
AN 2 TNl sy )
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Demikianlah keadaannya. Kami wariskan peninggalan mereka kepada
Bani Israil.

As-Syu’ara’ ayat 85 (26)
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Jadikanlah saya di antara orang-orang yang mewarisi surga Naim.,

An-Naml ayat 16 (26)
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Sulaiman mewarisi Daud dan berkata: ”Hai sekalian manusia telah dia-
jarkan kepada kami basa burung . ..

An-Naml ayat 19 (263)
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Sulaiman berkata: “Tuhanku, tetapkanlah hatiku untuk mensyukuri
nikmatMu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada dua orang ibu
bapaku . ..

Al-Qasas ayat 58 (26)
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Itulah rumah-rumah mereka, tidak didiami lagi sesudah mereka kecuali
hanya sebentar. Kamilah yang mewarisi mereka’’.

Al-’Ankabut ayat 8: (37, 263)
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Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu
bapa. Jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan Aku dengan
sesuatu yang tidak kamu ketahui, jangan kamu ikuti keduanya. KepadaKu
kamu akan kembali. Dan Aku kabarkan kepadamu apa-apa yang telah
kamu kerjakan.

Lugman ayat 14: (263)
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Kami berwasiat kepada manusia tentang dua orang ibu bapaknya. Ibunya
telah mengandungnya dalam segala kelemahan. Oleh karena itu ber-

syukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu. KepadaKu tempat
kembalimu.

Lugman ayat 15: (46)
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Jika ibu-bapamu memaksamu untuk mempersekutukanKu dengan sesuatu
yang kamu tidak mengetahuinya, janganlah kamu patuhi keduanya;
bergaullah dengan keduanya dalam kehidupan dunia secara layak.

Al AhzaB ayat 27: (26)
)
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Ia mewariskan kepadamu negeri mereka, rumah mereka, harta mereka dan

negeri lain yang belum pernah kamu injak . . . Allah Maha Kuasa atas tiap-
tiap sesuatu. .



Fatir ayat 18: (93)
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Dan seseorang tidak akan memikul beban (dosa) orang lain. Jika orang
yang keberatan (dosa) memanggil untuk diringankan bebannya, tidak akan
ada orang yang akan menolongnya, walaupun kerabatnya sendiri.

Az-Zukhruf ayat 22:
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Bahkan mereka berkata: “’Sesungguhnya kami telah mendapati bapak-
bapak kami di atas suatu agama dan kami mengikuti bekas-bekas mereka.

Al-Ahqaf ayat 15: (31, 263)
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Kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu
bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan. me-
lahirkan dengan susah payah. Mengandung dan menyusuinya selama 30
bulan.

Al-Hujurat ayat 10: (330)
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Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah antara

dua orang yang bersaudara denganmu. Bertaqwalah kepada Allah, mudah-
mudahan kamu mendapat rahmat.
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Al-Mujadalah ayat 3: (166)
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.

Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian kembali kepada perkataan-
nya (kembali pada istrinya) hendaklah ia memerdekakan hamba sahaya

sebelum keduanya bersetubuh.
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DAFTAR HADIS-HADIS NABI

Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al Bukari dan Muslim. (ter-
Jjemahan pada halaman 14)

27

wasiadl

/U‘. 7 /’/_ A /7/ ///// 0/ - o o
NGSTY A 29- A-Jg \QJW &}g\f&@/&\
4L s IS il I # it .

Je Y o (Xw VoL £ 5545\ W

/7 ! / y 9 ”
Cebdie sl 80 o I E5 sk s A o
7
L84 Su” /}’h ///u’ ol ’//J "/ 2/ o/ S
> e »'
Z F ey (logo _L:- / dms (ol \.J/a.;\:d

365



Hadis Nabi dari Surhabil menurut riwayat kelompok perawi hadis selain
Muslim:
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Hadis Nabi dari ’Umran ibn Husein menurut riwayat Ahmad Abu Daud dan at
Tirmizi:
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Hadis Nabi dari Qubeisah ibn zueb menurut riwayat perawi yang lima selain an
Nasa'i:
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Hadis Nabi dari Usamah ibn Zaid menurut riwayat al Bukari, Muslim. Abu
Daud, at Tirmizi dan Ibnu Majah. (terjemahan pada halaman 15)
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Hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.
(terjemahan pada halaman 15)
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Hadis Nabi dari Sa’d ibn Abi Waqqas menurut riwayat al Bukari: (terjemahan
pada halaman 15)
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Hadis Nabi dari Ibnu *Amir al Huseini menurut riwayat Abu Daud, at Tirmizi
dan Ibnu Majah: (terjemahan halaman 16).
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Hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al Bukari dan Muslim. (ter-
jemahan halaman 16).
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Hadis Nabi dari Jabir ibn Abdillah menurut riwayat Ibn Majah: (terjemahan
halaman 16).
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